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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat in1 penyalahgunazan narkoba meresahkan masyarakat. Seiring dengan
menmgkatnya pengguna maupun pengedar narkoba, penyalahngunaan narkoba dan
psikotrapika merupakan masatah serius karena “akan mengancam keamanan dan
ketahanan nastonal. Hal® tersebut disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan dan
penvalahgunaan narkoba yang dapat merubah tingkah laku psikis pada pemakainya.
Berdasarkan hasil penelilian Badan Narkotika Nasional {BNN).dan Puslitkes Ul pada
tahun 2017, dikctahus sekitar 1.77% atau 3.3 juta penduduk Indonesia menjadi
penyalahguna narkoha dengan jumlah kerugan ekonomi maupun sosial mencapal Rp
84,7 tnliun.

Data tersebut diperkuat dengan pernyataan David Hutapea, Dircktoran Diseminasi
Informasi Bidang Penecegahan Badan, Narkotika Nasional (addberitasatu.com, edist 19
Marct 2018) menyatakan bahwas

Jumlah prevalensi pengguna narkobd dari tabunketabun terlihat meningkat. Pada

2016 masih 0,02% dari total peaduduk Indonesia dan pada 2017 menjadi 1,77%.

Adapun kerugian yang disebabkan penyalahgunaan narkoba sepanjang 2017 paling

hesar pada kerugian sosial yakni sebesar Rp 77,4 triliun dan kerugian pribadi Rp

7.3 triliun. Selain kerugian material, pcrmasalaban narkoba di Indonesia juga sudah

menyebabkan korban mneninggal, yakm diperkirakan 11.07} orang per tahun atau

30 orang perhari. Dari total pengguna narkoba tersebut, mayoritas adalab pekerja

(59%), disusul pelajar (24%) dan populasi umum (17%). Sebanyak 2 dari 100
orang pelajar dan mabasiswa menyahgunakan narkoba sepanjang 2016, dan
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kebanyakan pria. Dengan umur pengguna dari pelajar mayoritas berumur 15-19
tahun.
Penyalabgunaan narkoba tidak hanya membahayakan dirinya sendiri namun juga

masyarakat sekitarnya. Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman bagi kelangsungan
generasi, karena dampak kerusakan yang ditimbulkan tidak banya pada skala kecil
namun juga pada skala besar. Kerugian yang ditimbulkan, baik itu materi dan non-mater:
begitu besar, schingga masyarakat dan pemerintah tidak bisa mengabaikan bahaya dani
penyalabgunaan narkoba. Dalam kaitan ini pemerintah berperan aktif mensosialisasikan
dan melakukan perlawanan terhadap berbagai upaya penyalahgunaan narkoba di
Indonesia. Saat ini upaya pencepahan sudah secara inenyeluruh termasuk memberi
hukuman maksimal kepada pengedar narkoba di Indonesia, yaitu sampai dengan
hukuman mati.

Data terkait kasus penyalahgunaan narkoba antara lain dijelaskan oleh Badan
Narkotika Nasional (20116} menyatakan bahwa:

Pelajar dan mahasiswa masih menjadi kelompok rentan pengguna narkoba.

Sebanyak empat juta orang di Indonesia yang menyalahgunakan narkoba, 22

persen di antaranya merupakan anak muda yang masih duduk di hangku sekolah

dan universitas, Sedangkan perkembangan peredaran dan penggunaan narkoba
secara keseluruhan'dar waktu ke waktu cendening meningkat, berdasarkan data

Badan Narkotika Nasional (BNN) di tahun 2015, kenaikan persentase pengguna

narkoba di Indonesia_mencapat 40%, sebelumnya pada.bulan Juni 2015 tercatat

4.2 juta penggusa.narkobadan pada Newember meningkat signifikan hingga

mencapai 5.9 juta.

Untuk wilayah Jawa Barat saatani jumlairpengguna penyalahgunaan narkoba di
Jawa Barat terus meningkat setiap tahunnya. Dari jumlah penduduk yvang ada. kondisi di
Jawa Barat saat ini sudab mencapai 2.5 % pengguna narkoba dari usia produktif, yakni
di usia 10 tahun hingga 59 tahun. Berdasarkan data nasional, saat ini satu dar1 17 orang

berusia 10 hingga 59 tahun pernah memakai narkoba dan jumlah penggunanya pun cukup

banyak di tingkat pelajar, seperti yang dapat tcrlihat pada grafik berikut:



Axis Title

HNIVERSITAS

Grafik 1.1 Persentasc Pengguna Narkoba Usia Sckolah di Jawa Barat tahun 2014

Sumbcer. hitp:/ pusdalisbangjabarprov.go.id

Berdasarkan grafik diatas yang bersumber dari data nasional pada tahun 2014 dapat
diketahut bahwa pada tingkat SMA, pengguna narkoba paling banyak yakni sebanyak
62%, kemudian di tingkat SMDP schanyak 24%, SD sebanvyak 17%, dan perguruan tinggi
sebanyak 2%. Dengan demikian Kecenderungan usia rawan yang melakukan
penyalahgunaan narkoba adalah yang duduk di bangku SMA atau berusia antara 15-18
tahun.

Pada tahun 2015, BNN berhas1] mengamankan sckitar 3 ton sabu yang berarti
menyclamatkanbanyak generasi muoda. Safu gram sabu dapat digunakan untuk 5 orang,
sehingga dengan mengamankan 3 tonssabu artiya sama dengan berapa ribu jiwa yang
tclah  disclamatkan. Penggunaan Narkotika, psikotropika dan zat adaptif sangat
berbahaya bagi manusia, schingga perlu adanya pencegahan maupun penanggulangan
secara serius dan terarah yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah
maupun Polri, Lembaga Sosial Masyarakat dan Keluarga, sesuai dengan Undang Undang
(UU) Nomor 35 tahun 2009 pasal 105, 106 dan 107 tentang keikutsertaan masyarakat

dalam menanggulangi peredaran dan bahaya Narkoba.



Datam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pada dasarnva
mempunyai 2 (dua) sisi, vaitu sisi fusmanis kepada para pecandu narkottka. dan sisi yang
keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi reemants itu dapat
dilihat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyvatakan;
“Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitast
medis dan rehabilitas sosial”. Sedangkan sist keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-
pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang
mana pada intinya dalamybab itu dikatakan bahwa; “orang yan g tanpa hak dan melawan
hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai. atau menyediakan,
hukumannya adalah pidana penjara’. llal tersebut memiliki makna yaitu undang-undang
menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuiman
rehabilitasi. dan bandar, sindikat, dan pcngedar narketika berupa hukuman pidana
penjara.

Merujuk pada arahan Kasat Narkoba Polres Purwakaria vang menjelaskan bahwa
sedikitnya ditemukanshima wilavahedi Kab, Purwakarta anasuk dalam zona merah
peredaran narkoba (pikiran=makyat.com, Edisi 13 Maret2017). Berdasarkan pemetaaan.
sedikitnya terdapat Jina tittkegawan yang masuk zona merah peredaran. Kecamatan
Purwakarta, Pasawahan, Darangdan, Plercd, dan Sukatani. Target sasaran bukan hanya
remaja. fapi seimua kalangan, Di kota (Kecamatan Purwakarta, red} hampir menyeluruh
{peredaran narkoba). Bukan hanya remaja (targetnya), tapi semua lapisan masyarakat.

Pada tabun 2017, ratusan orang terjerat dalam kasus Narkoba di Kabupaten
Purwakarta, jumlah tersebut tentunya sangat memprihatinkan hal itu menandakan
kondisi Purwakarta yang dijadikan sasaran ajang bisnis haram oleh para bandar Narkoba.

Para pelaku yang terjerat Narkoba kebanyakan di dominasi oleh para pria, yang



disavangkan rata-rata usia para pelaku masih usia sangat produktif. Adapun penuturan
Kasat Narkaba Polres Purwakarta Polda Jabar AKP. Heri Nurcahyo. SH kepada awak
media di Polres Purwakarta (Detiknews.com [Edisi 21 Desember 2017) menyatakan;
“hingga saat ini ini para pelaku yang terjerat Narkoba sudah kami amankan sebanvak
116 tesangka yang terjadi di 75 TKP. Para pelaku sudah masuk P21 sebanyak 98 Orang.
Selama 2017 Polres Purwakarta berhasil mengamankan narkoba jenis sabu sebanvak
720.1938 gram. Sedangkan untuk jenis panja sebanyak 54812.4164 gram dan untuk jenis
obat obatan sebanyak 3.680 Butir. Pihak kepolisian meminta kepada masyarakat untuk
bekerjasama dalam memberikan informasi berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba,
karena sekecil apapunintormasi yang berk aitan dengan narkebaakan ditindak lanjuti”.

Metalui pemaparan diatas dapat diketahui Kabupaten Purwakaria termasuk dalam
zona mcrah peredaran narkoba, dan pelaku yang terjerat narkoba berada dalam usia
produktif. Badan Pusat Statistik (BPS) mendelnisikan, “kelompok usia produktif adalah
mercka yang berada dalam rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun™, dalam hal ini usta
remaja fermasuk dalam usia-produktif yang reatan karenausiaremaja merupakan masa
transisi dalam rentang kehidupammanusia yang meaghubungkan masa kanak-kanak dan
masa dewasa. Kecenderungan anak menyalahgunakan narkoba tidak dapat dilepaskan
dart peran dan tanggung jawab orang tua.

Pada penelitian {Browning & Locber, dalam Brank, Lane, Turner, Fain, dan
Sehgal, 2008) ada dua kelompok besar faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja:
perilaku orang tua dan hubungan orang tua-anak. Salah satu perilaku orang tua adalah
pemantauan orang tua. Pemantauan orang tua yang lebih besar, ditandai dengan
mengetahui  keberadaan anak-anak mercka atau mengawasi mereka, tampaknya

berkaitan dengan perilaku kurang nakal. Penelitian lain mengenai hubungan orang tua-



anak telah menunjukkan bahwa komunikasi yang lebih terbuka antara remaja dan orang
tua mereka berhubungan dengan lebih sedikit perilaku nakal {Clark & Shiclds, dalam
Brank dkk, 2008). Selanjutnya penelitian Sigfusdottir, Farkas. dan Perak {dalam Brank
Brank, Lanc, Turner, Fain, dan Schgal, 2008) menunjukkan bahwa kontlik keluarga
memiliki efek tidak langsung pada kenakalan dengan menycbabkan kemarahan lebih
untuk remaja yang kemudian menycbabkan perilaku nakal. Perilaku orang tua dan
hubungan orang tua-anak keduanya memiliki pengaruh.tcrhadap penyesuaian diri remaja
dan perilaku. Smith, Wylie-Weiher, dan Van Kammen. (dalam  Sullivan, 2000)
mencmukan bahwa pemuda yang melaporkan hubungan yang lemah dengan orang tua
mercka secara signitkan-lebihanungkin-untuk penggunaan narkoba.

Keluarga diharapkan seclalu memiliki dampak positit vang baik untuk
perkembangan masa remaja, karena masa resnaja merupakan masa pencarian identitas
din. Remaja memiliki kecenderungan untuk_mencontoh dan ingin memberikan kesan
bahwa remaja sudah hampir dewasa. Remaja mendekatkan diri pada perubahan sikap dan
perilaku yang dihubungkan-dengan status dewasa, vaituamerokok. minum- minuman
keras, menggunakan obat-obatan. dan masuk dalameperbuatan yang meclangar norma
untuk memberikan norma yangdiinginkan (Hurlocka 1999),

Dalam kaitan in1 peran masyarakai dimana keluarga tersebut tinggal dan aparat
kepolisian juga diduga memilki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba
di kalangan remaja. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari hasil penclitian terdahulu
dan studi pendahuluan. Penelitian terdahulu yang membahas tentang peran keluarga
dalam mencegah penyalahgunaan narkotika juga dilakukan oleh Fauziah (2015)
dijelaskan bahwa:

Beberapa peran yang dapat dilakukan orang tua dalam menanggulangi kenakalan
remaja meliputi; orangtua harus menjadi teladan sikap dan vcapan pada naknya,



motivast anak. oranglua membert arahan dengan siapa dan di kemunitas mana

remaja harus bergaul. Orangtua berusaha menciptakan keluarga yang banmonis,

komunikatif. dan nyaman bagr remaja. serta membantu remaja pandai memilih
teman dan lingkungan yung baik untuknya.

Terdapat pula kapan konseptual vang dilakukan oleh Herdayani dan Rosalinda
(2013) vang menjelaskan tentang,

Peran orang tua dan masvarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan
narkotika dalam keluarga. Dijelaskan babwa pencegahan penyelabgunaan
narkoba memang tidak mudah, melainkan memerlukan kerjiasama dari berbagai
pihak, Dalam hal i _keluarga dan masyarakat perlu bekerjasama  untuk
melakukan npaya pencegahan tersebut.

Berdasarkan kondisi-di-atas-kolaborasi antasa pihak-pihak vang tcerkait dalam
pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam hal int keikutsertaan keluarga, masyarakat,
dan kepolisian diduga memihkt peran yang signifikan terhadap pencegahan
penyalabgunaan narkoba. Namun demikian masih perlu diteliti Iebih jauh apakah benar
bahwa peran collaboration governance datam drug prevention di Kabupaten Purwakarta,

Dengan demikian perlu ditehiti lebsh jauh. khususnya di Kabupaten Purwakarta Provinsi

Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar helakang adapun identifikasismasalah dari penelitian 11 adalah:
1. Pengguna narkoba di wilayah Jawa DBarat tcrutama Kabupaten Purwakarta
meningkat dari tahun ke tahun.
2. Pengguna narkoba berada pada usia produktif dan cukup banyak di tingkat pelajar
3. Berdasarkan pemetaaan, sedikitnya terdapat lima titk rawan di wilayah Kab.

Purwakarta yang termasuk zona merab peredaran.



4. Kontlik keluarga  memiliki  efck  tidak  langsung pada  kenakalan  denpan
menyebabkan kemarahan lebih untuk remaja yang kemudian menyebabkan perilaku
nakal.

5. Pithak kepolisian  meminta  kepada  masyarakat  untuk  bekerjusama  dalam

memberikan informasi berkenaan dengan penyalahpunaan narkoba.

C. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
l. Bagaimana peran keluarga terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di
kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana peran masyarakat terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di
kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana peran kepolisian terhadap pencegahan penvalahgunaan narkoba di
kabupaten Purwakarta”
4. Bagaimana peran-keluarga, masyarakat odamn kcpolisiam, sccara bersama-sama

terhadap pencegahan penyalahizunaan narkeba dikabupaten Purwakarta?

D. Tujuan Penclitian
Adapun tujuan dar penelitian ini adalah untuk mengevaluvasi:
l. Pcran keluarga terhadap pencegahan penyalahpgunaan narkoba di kabupaten
Purwakarta.
2. Peran masyarakat terhadap penccgahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten

Purwakarta.
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Peran kepolisian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten
Purwakarta.
4. Peran keluarga, masyarakat, dan kepolisian secara simultan terhadap pencegahan

penyalahgunaan narkoba dy kabupaten Purwakarta,

E. Manfaat Penelitian

Penclitian ini diharapkan berbagai pihak. Adapun manfaat

yang dapat diperoleh dai

t:
1. Sccara Akad -
Penelitian iuy_dihar . o
Administra 3 M
dijz- pertimbangan kajian

ntrihusi dan referensi

pengembangan ilmu

nce khususnya dalam
Drug Prever
bagi penelitian sclanju

2. Sccara Praktis
Dengan penelin
colluborc pcnerapan  Jlmu

Administrasi Pub



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A.  Konsep Kebijakan

Kcbijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi
pemerintah maupun para pohitisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Adaspun
pengertian dari Hoogerwerf (2009:3-4) memberikan definisi tentang kebijakan schagai
herkut;

Kebijakan dapat dilukiskan sebagai suatu usaha untuk. mencapai sasaran tertentu

dan dalam urutap wakiusteitentio K ebijakan-adalali.semacam jawaban terhadap

suatu masalah. ‘Kebijakan adalah upaya untuk memecahkin, mengurangi, atau
mencegab suatu masalah dengan cara tertentu vaitu tindakan vang terarah.

Sementara itu, Islamy dalam Suwitr (2009: 5) berpendapat bahwa, “kata kebijakan
berasal dari kata policy yang pelaksanaannya mencakup peraturan-pceraturan di dalamnya
dan sangat berkaitan dengan proses politik™.

Secara filosofis. kebijakan dipandang sebagar serangkaian prinsip, atau kondisi
yang diinginkan; scbagai. suatt “produk”. Keban (2008. 59-mcengartikan kebijakan
sebagal;

Scrangkaian kesimpulan.atau rekomendasi,sebagai suatu proses kcebijakan

menunjuk pada cara dimanasanelaluieara tersebut svatu organisasi dapat

mengetabul apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam
mencapal produknya; dan schagai svatu kerangka kerja, kebijakan merupakan
suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode.

Dengan demikian yang dimaksud kebijakan adalah sistem nifai kebijakan dan
kebijaksanaan yang lahir dari aktor atav lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya
kebijakan setelab inclalui analisis yang mendalam diruinuskan dengan tepat menjadi

suatu produk kebijakan. Kemudian menurut Abidin (2004:31-33) menyatakan bahwa

kebijakan dapat dibedakan dalarmn tiga tingkatan:
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I. Kebyjakan umum, yaite kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk
pelaksanaan baik yang bersifat positit ataupun yang bersifat negatif yang meliputi
kescluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

2. Kebyakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum.
Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-
undang.

3. Kecbijakan tckns, kebijukan operasional yang berada di bawah kcebijakan
pclaksanaan.

Berdasarkan pengetian diatas dapat diketahui bahwa kebijakan adalah suatu upaya
untuk merumuskan sasaran tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Kebijakan adalah
peraturan-peraturan vang merupakan jawaban terhadap suatu masalah tertentu.

1. Konsep Kebijakan Publik
Pengertian kebijakan publik dijelaskan olch Nugroho (2004: 1-7) vaitu;

Istilah kebijakan publik sering disehut dengan public poficy, yaitu suatu aturan yang

mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh

warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuar  dengan  bobot
pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatubkan didepan masyarakat oleh
lembaga yang mempunyattugas menj atehkan sanksi

Pendapat lain dikemukakan olch Mustopadidjaja (2007:5) yang menjclaskan bahwa:

Kebijakan publik sebagal suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi

permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai

tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang'berkewenangan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan.
Sclanjutnya Dunn €2000:_11) menguraiken pengertian_analisis kebyakan, scbaga:
berikut:

Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilimu sosial terapan yang menggunakan

berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan

memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, schingga dapat

dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah
kebijakan.

Dengan demikian berdasarkan pengertian diatas diketahui bahwa aturan atau
peraturan tersebut secara sederhana dipahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan

publik ini dapat diartikansebagai suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum
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namun harus dipahami sccara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut
kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi
kebtjakan publik vang harus dilakukan dan disusun serta discpakati oleh para pejabat
yang berwenang. Ketika kebhakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan
publik: apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturun Pemerintah atou
Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah
menjadi hukum yang harus ditaatis

Adapun tahap-tahap'penyusunan kebijakan publik menurut Dunn (2000:11) adalah
sehapai berikut:

a. Penyusunan Agenda (Agenda Setting}

b. Formulasi Kebijakan (Policy Formulating)

¢. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (Policy Adoption)

d. limplementasi Kebnjakan (Policy Implemcentation)
¢. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan (Policvy Fvafuation)

2. Implementasi Kebijakan Publik
Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah
harus diimplemecatasikan yakni dilaksanakan eleh badan=badan administrasi maupun
agen-agen pemerintah d1 tingkat bawah. | Tangkilisan(2003:9}) mengutip pengertian
implementas: menurut Patton dan Sawickibahwa:
Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk
merealisasikan program, dimana pada posisi im cksekutif mengatur cara untuk
mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang tclah
diseleksi.
Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan
yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutit

mengatur cara untuk mengorganisir, Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif

dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan
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program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan vang telah dibuat, dan
petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi rclisasi program vang dilaksanakan.
Dunn  (2003:132) mengistilabkan  implementasi  dengan  lebith  khusus  dengan
menyebutnya: “implementast kebijakan (poficv implemtation) adalah  pelaksanaan
pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu™. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pceltaksanaan  dari
pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tefientu.

Pendapat lamm menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya
adalah cara agar sehuah kebnyakan dapat mencapai tujuannya. Ticdak Icbil dan tidak
kurang. Nugroho (2004158} menjelaskan yaitu:

Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah vang
ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau
melajui formulast kebijakan derivare atau turunan dan kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas. tidak lain berkaitan dengan
cara agar kebijakan dapat meneapai tujuan. Kebijakan publik tersebut dnmplementasikan
melalui bentuk program=progranm serta melalul turunan. Turunan yang dimaksud adalah
dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Menurut Darwin dalam
Widodo (2001:194) terdapatibeberapa hal syang pesturdiperhatikan dalam persiapan
proscs implementast,

Empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan

sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, intcrpretasi,

manajemen program, dan penyediaan Jayanan dan manfaat pada publik.

Persiapan proscs implementasi Kebijakan agar suatu kebijakan dapat
mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada,

melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterprestasikan

kebijakan, program yang dilaksanakan barus direncanakan dengan manajemen yang
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baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat. Berkaitan dengan taktor

yang imempengaruhi implementast kebijukan suatu program. Subarsono mengutip

pendapat (. Shabbir Cheema dun Dennis A, Rondinelli (Datam Subarsono. 2005:101)

mengemukakan bahwa:

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-
program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut adalah:

a.

d.

Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi  jimplementasi
kebijakan, bngkungan terscbut_mencakup lingkungan sosio cultural serta
keterlibatan penerima_program.

Hubungan antar opganisasi. Implementas: scbuab program perlu dukungan dan
koordinasi demigan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan
kerjasama antarinstansi-bagi-keberhasilan suatu program.

Sumberdaya organisasi untuk tmplementast program. implementasi kebijakan
perlu disukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources)
maupun sumberdaya non-manusia (#01 Aman FeSourees).

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah mencakup
struktur birokrast, nonma-norma dan pola-pola hubungan vang terjadi dalam
birokrasi dimana scmua itu akan mempcengaruhi implementasi suatu program.

Berdasarkan taktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi,

sumberdaya organisasi untuk mengumplemcentasi program, karakteristik dan kemampuan

agen pelaksana mcerupakan hal “penting dalam mempengaiuhi suatu implementasi

program. Sehingga faktor-faktortecsehbut menghasilkan kincrja dan dampak dari suatu

program yaitu sejauh mana programuierscbui dapat mencapai sasaran atau tujuan yang

telah ditetapkan.

3.

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik,

evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu

berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, Wilham N.

Dunn (2003:608), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:
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Sccara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal).

pemberian angka (razing) dan penilaian fassessment). kata-kata yang menyatakan

usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti
yang lebih spesitik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai
nilai atau manfaat hasil kebyakan.

Pengertian di atas menjclaskan bahwa cvaluasi kebijakan merupakan hasil
kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai ntlat dari hasil tujuan atau sasaran
kebijakan. Bagian akbir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan, Menuut
Lester dan Stewart yang dikutip’oleh Leo Agusting (2006: 186) dalam bukunya yang
berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik “bahwa “evaluasi. ditujukan untuk melihat
sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan
telah dirumuskan dandilaksanakan-dapat:menghasitkancdampakoyang diinginkan™. Jadi,
evaluasi dilakukan karena tidak semua pro zram kebijakan publik dapat merath hasil yang
diinginkan.

Adapun menuryt__Talizidubu  Ndgaha _(1989:201) dalam buku Konsep
Administrasi dan Adminisirasi di Indoncsia berpendapat babwa “cvaluasi merupakan
proses perbandingan‘antara-standar dengan takta dun anahsashasilnya. Kesimpulannya
adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapat dalam penyelesaian masalah
dengan kejadian yang sebenarya, schingga dapatdisimpulkan dengan analisa akhir
apakab suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Sudarwan Danim (2000: 14) mengemukakan definisi pentlaian (evaluating)
adalah:

Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya

dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting

diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:
a. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karcna pelaksanaan fungsi
tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.

b. Bahwa penilaiaan itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah
kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
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¢. Bahwa penilatan menunjukkan jurang pemisab antara hastl pelaksanaan yang

scsungguhnya dengan hasil yang scharusnya dicapan.

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan
yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan
yang tclah dicapat dengan hasil yang scharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh
informasi mengenai nilai atau mantaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan
bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Adapun menucut Muchsin (2002:110), “evaluasi
kebijakan pemerintah adalah sebagai hakiny yang menentukan kebijakan yang ada telah
sukses atau gagal mcncapai tujuan dan dampak-dampaknya™.

Berdasarkan _pengeitian. diatas. dapat _dikctahui_bahwa evaluasi  kebijakan
pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk

dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

4, Konsep Governance
P
Kaufman, Kraayy-dan Mastruzzi dalam®Svafri_(2042: 180) mendefenisikan
governance sebagal
“Governance is the relationship between governmonis and citizen that enable
public policics and program (0 bejormuiated, implemented, and evaluated. In the
broarder kontext, it refers io the rules, institutions, and networks that determine
how a country or an organization function” (governance adalah hubungan timbal
balik antara pemerintah dan warganya yang memungkinkan berbagai kebijakan
publik dan program dirumuskan, dilaksanakan. dan dievaluasi)
Pergescran govermment ke governance dimaksudkan untuk mendemokratisasi
administrasi publik. Government menunjuk kepada institusi pemerintah terutama dalam

kaitannya dengan pembuatan kebijakan. Sementara itu, governance menunjuk kepada

keterlibatan Non Governmental Organization (NGO), kelompok-kelompok kepentingan,
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dan masyarakat. disamping institusi pemerintah dalam pengelolaan kepentingan umum,
tecrutama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Berbagai kebijakan dan
program diarahkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat dan dilakukan
melalui tindakan kelcktit dan proscs kolaboratif,

Dalam konsep governance pemerintah hanya mcenjadi salah satu aktor dalam
kebijakan publik maupun dalam hai pelayanan publik. Dalam hal ini pemerintah tidak
menjadi pelaksana tunggal birokrasi yang batk namunada stekholder lainnya yaitu sektor
swasta dan juga masyapakat. Menurut Dwivanto (2005: 79) governmance menunjuk
padapengertian babwa kckuasaan tidak lagn semata-mata dumiliki atau menjadiurusan
pemerintah. Governance menekankan padupelaksanaan _tungsi governing secara
bersama-sama olch pemerintah dan mstitusi-institus: Jainyakni LSM. perusahaan swasta
maupun warga negara. Meskipun perspektii’ governance mengimplikasikan terjadinya
pengurangan peran pemerintah.pemerintab scbagaf institust tidak bisa ditinggalkan
hegitu saja.

Andrew dalameSyain (20123, 80) meadefenisikan_gevernance sebagal cara
dimana pemerintah bekerjasama dengan pemangku kepentingan 1ain dalam masyarakat.
menerapkan kewenangan dan.anempengartthi  dalam @ mengusabakan  kesejahteraan
masyarakat dan tujuan jangkan panjang suatu bangsa. Sehubungan dengan tujuan yang
ingin dicapai oleh pemerintab adalah berjangka panjang maka dari itu upaya
kescjahteraan masyarakat pada negara demokratis perlu untuk melibatkan semua
pernangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Terkait dengan pamahaman tcrsebut Boon dan Geraldine dalam Syafri (2012:
181) memaknai governance sebagai penentuan herhagai kebijakan, institusi, dan struktur

yang dipilih, yang secara bersama mendorong untuk memudahkan interaksi ke arah
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kemajuan ckonomi dan kehidupan sosial yang lebih baik lagi. Dengan pemahaman
governance tersebut, konsep oprasional governance (tata kelola) adalah cara vang
ditempuh pemerintah suatu negara dalam menajalankan roda pemcrintahan  bagi
pencapaian tujuan negara,

Ada beberapa dimensi penting governance menurut Bank Dunia yaitu: (1)
kebchasan dan akuntabilitas, perluasan peran serta masyarakat dalamm memilih
penyelenggara pemcerintahan, kebebasan berekspresi, kcbebasan berorganisasi, dan
kehebasan pers: (2) stabilitas poliik dan tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagt
pergantian pemerintghan lewat kekerasan secara tidak konstitusional atau melalui
terorisine; (3) pemerintahan yang. efektit, pelayanan, publik yanp berkualitas oleh
aparatur pemerintahan untuk membuat kcbijjakan dan melaksanskan kebijakan yang
berkualitas; (4) aturan perundang-undanpan yang berkualitas, kemampuan pemerintah
untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong peran swasta
dalam pembangunan: (5) pcnegakan hukum. meyakinkan berbagai pihak bahwa aturan
hukum akan dipatuhigterutama kontrak-kontrak yang telah.disepakati, demnikian juga
polisi,jaksa dapat' menepakkanshukumsecara adil; (ojopengendalian atau penghapusan
korupsi.

Istilah public governance menunjuk pada saling interaksi antara para stakeholder
dengan tujuan mempengaruhi hasil kebijakan publik (Bovaird & Loffler dalam Syafri
2012: 198). Siakeholder yang dimaksud adalah masyarakat, organisasi masyarakat,
lembaga politik, media massa, politisi, organisasi nirtaba, kelompok kepentingan, dan
sebagainya {Syafr1 2012: 198)

Menurut Osborne (Syafri 2012: 198) public governance berist lima untaian

sebagai berikut:
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e,

Socio-political - governance: menvangkut  hubungan  antar institusi dalam
masyarakat. Hubungan timbal balik antar institusi dalam masyarakat perlu
dipahami secara totalitas dalam pembuatan ataupun implementasi kebijakan
publik. Dalam konsep demikian, pemerintah tidak lagi menjadi dominan daam
pembuatan kchyakan publik, tetapt bergantung kepada keseluruban elemen
masvarakat.

Public policy governancesberkaitan denganbagaimana ¢/ife membuat kebijakan
beserta jaringannya berinteraksi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan publik.

Administrastiye_governauce. _menyangkut_cfektivitas _pencrapan administras
publik dan reposisinya untuk menangani masalah-masalah pemerintah

Contract governance:. kontrak perjanjian dalam penyelenggaraan pelayanan
publik (perjanjian antara penyedia pelayanan publik dengan pihak penerima
pelayanan). Organisasi pubhik pada negara-negara modern memiliki tanggung
Jawab untuk menyediakan sistei pclayanafpublik yangbaik.

Nenvork governaneemmerupakan jaringan kegjassama mandini antar organisasi

pemeriniah atau tanpatorganisasi peinerintah dalam penycdia pelayanan publik.

Collaborative Governance

Istilah collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang

melibatkan secara langsung stekholder di luar negara, beronentasi konsensus, dan
musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk
membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program pubiik (Ansell &

Gash, 2007, datam Sctyoko 2011: 15)

19



Fokus dari pada colleborative governance ada pada kebijakan dan masalah publik.
Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan
proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara para stakekholder.,
Collaborative governance menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi
kepentingan publik (Setyoko 2011: 16)

Menurut O'Leary dan Bingham dalam Sudarmo (2015: 193) “kelaborasi
merupakan konsep yang menggambarkan proses.fosilitasi dan pelaksanaan yang
melibatkan multi organisas) untuk memecahkan masalah yanp tidak bisa atau nidak
depgan mudah dipecahkan olch sebuah organisasi secara sendirian™. Pendapat ini
didukung oleh Bardach dalam Sudarmo (201 3; 195} yang meandefenisikan “collaboration
sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerjasama ditujukan
untuk meningkatkan pubfic value ketimbang bekerja sendiri-sendiri”.

Definisi  Colluborative governance menurut  Ansell and  Gash  (2007)
dalamSubarsono (2016: |75} menyatakan :

A governing arpangement wheére.one or mere piblic agencics directlvengage non-
state  stakcholders in @ eellcctive decision-niaking processthat is  formal,
consensus-gricnted, and-deliberative and tharaimstomake or implement public
poliey orimanage public programs orassets.(Collaboratives gevernance adalah
serangkaian pengaturansdunana satuatau lebihdembaga publik yang melibatkan
sccara langsung stakeholders nonstate dirdalam proscs pembuatan kebijakan yang
hersifat formal, beroricntasi konsensus dan deliberatif yangbertujuan untuk
membuat atau mengimpiementasikan kebijakan publik atau mengatur program
publik atau asset).

Defenisi tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa kata kunci yang
menekankan pada enam karakteristik, yaitu:

a. Forum terscbut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-

aktor dalam lembaga publik.

b. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non-publik
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c. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan
dan keputusan tidak harus merujuk kepada aktor-nktor publik.

d. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama,

¢. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan
kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.

. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Edward DeSeve (2007) dalam Sudarme (204.1) mendefenisikan Collaborative
Governance adalah sebagai berikut:

“An integried system og relationships that is managed across formal and informal
organizational boundaries with reconginezed organizationu! principles and clear
defenition of success” (Sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang
dikelola melintasi batas-batas organisasi format dan informal dengan prinsip-
prinsip organisas) yang direkonsepsi dan defenisi kesuksesan vang jelas).

Sejalan O'Flynn dan Wanna (2008), “collaborate is beuer, it is creative,
transformational and invelves beneficial outcomes™. Berkolaboras) jebih haik. kreatif,
transformasional dan mendatangkan-hasil yang bermanfaat.

Selanjutnya Agrawal dan Femas dalam Subarsono (2016:176) mendetenisikan
Colluborative governance tidak hanya berbatas pada steholder yang terdirt dari
pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya multipartner
governance yang meliputi sektor privat/swasta, masyarakat dan komunitas sipil
dan terbangun atas sinergi peran stekholder dan penyusunan rencana yang bersifat
hybrid seperti halnya kerjasama publik-privat-sosial.

Sejatan dengan itu Balogh dkk dalam Subarsono (2016: 176) mendetenisikan

collaborative governance sebagai:

“The processes and struktures of public policy decision making and mangement
that cngage people constructively across the boudaries of public agencies, levels
of government, and/or the public,privat and civic spheres in the order to carry out
a public purposethet could not otherwoise be accomplished’(Sebuah proses dan
struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang

melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik
dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta, dan
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masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik vang tidak dapat dicapai
apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja).

Robertson dan Choi (2010: 10) mendetenisikan,

Collaborative governance sebagai proses kolektit dan cgalitarian dimana setiap
partisipan didalamnya memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan dan sctiap
stckholder memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya
dalam proscs tersebut.

Sementara Bovaird dalam Dwiyanto (201 t: 252) mendefenisikan

Kemitraan antara pcmerintah dan swasta secara sederhana sebagal pengaturan
pekerjaan berdasarkan komitmen timbal balik, melehihi dan diatas yang diatur
dalam sctiap koniraks-antara-satu-organisasi-di-sektor-publtk dengan organisasi di
juar sektor publik.

Dari defenisi yang dikemukakan oleh Bowvaird tersebut secara jelas mengatakan
bahwa kemitraan melibatkan bentuk kerjusama yang lebih dan sckedar kontrak kerja
sama. Kerjasama yang dijelaskan dalam konsep kemitraan antara scktor publik dan
swasta adalah kerja sama masing-masing pihak memiliki kepedulian melebihi apa yang
tertulis dalam kontrak.

Kemitraan antara-pemerintabindengan swasta berbeda dengan bentuk kerjasama
lainnya, seperti kontrak kerjagswastamsasi, dan oursourcing. Tipe Kerja sama seperti itu
lebih merupakan kerjasama antar pemerintaly dan swasta ontuk menyelesatkan masalah
dani satu pihak, bukan bekerjasama untuk menyecsaikan masalah bersama dan kedua
pihak (Dwiyanto 2011: 255).

Collaborative governance dimaknai sebagai bersatunya institusi publik dan pihak
terkait (stakeholders) nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan melalui
konscnsus dan partisipasi yang hasiinya ditanggung bersama dalam pelaksanaan

kebijakan atau program. Model governance im dicirikan, antara lain adanya kesetaraan

di antara stakeholders, sifat partisipatif dan menghindari tekanan politis dan administratif
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(konsensus), kendati struktur formal, tetap lentur dan cenderung sederhana, dan tfokus

terhadap penyelesaan kebijakan dan program sccara Icbih efektit,

6. Karakteristik Kemitraan

Untuk memperjelas perbedaan antara kedua tipe kerjasama tersebut, berikut
dijelaskan karaktertstik dari kemitraan pemerintah dan swasta olch Leinhard dalam
Dwiyanto (2011: 255).

a. Kerjasama melibatkan setidak-tidaknya satu lembaga pemerintah dan satu lembaga
swasta;

b. Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama atau secara timbal bakhik
kompatibel dan saling melengkapt;

¢. Bersifat kompleks dandnembutubkan keordinasi-vangintensit:

d. Kerjasama dilakukan dalam rangka melakukan procuremen: atau pelaksanaan

tugas tertentu;

Memiliki orientast jangka panjang:

Penyatuan, pemanfaatan, dan sinergi dari sumberdaya pemerintah dan swasta;

Berbagi resiko: dan

Perolehan dalam ehsiensi dan efektivitas.

T oo

Selanjutnya  karakteristik kemitraan serupa dikemukakan olch Gazley dan
Brudney dalam Dwivyanto (2012:255-256) dengan menyebutkan setidaknya ada lima
karakteristik utama.yang biasanyd melekat pada kemitraan antare pemerintahan dan
swasta, yaitu:

a. Kemitraan sctidaknya mclibatkan dua atau Jebib scktor, dan paling tidak salah
satunya adalah institusi pemerintah:

h. Masing-masing sektor dapat melakukan tawar-inenawar dan negosiasi atas

namanya sendin;

Kemitraan melibatkan kerjasama jangka panjang dan membutuhkan daya tahan

yang tinggi,

d. Masing-masing sektor memiliki kontribusi terhadap kemitraan, baik bersifat
meterial, seperti sumberdaya maupun simbiolik misalnya berbagi kewenangan;
dan

¢. Semua aktor bertanggungjawab atas hasilnya.

o
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[.cbih rinci Bovaird dalam Dwiyanto (2011: 263-264) menjclaskan

Kerjasama antara pemerintah dan swasta dapat dikembangkan apabila kontrak
dilakukan tidak berbasis pada transaksi jual beli, tetapi melalui hubungan
kerjasama (relational) yang berbasis pada trusr. Institusi pemerintah berusaha
memaksimalkan  revenwe  dan meminimalkan  biava  dengan  menyerabkan
pckerjaannya  dengan swasta. Sementara  scktor  swasta  berusaha  untuk
memaksimalkan profit dari keterlibatannya dalam penyelenggaraan layanan
publik.

Dalam situasi hubungan vang demikian, kerjasama antara pemerintah dan swasta bersifat

transaksional dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna pelayanan publik.

Tabel 2.1
Perbedaan antara Kemitraan dan Kerjasama Non-K emitraan
Ciri-ciri Tipe Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Kemitraan Non-Kemitraan
Sitat kerjasama Kolaboratit Swastanisasi.

Outscarching

Intensitas Tinggi Rendah

Jangka Wakiimmsle,  “Panjang . Pendek

Maniaat dihitung sebagai

Sabng berbagt mantaat {kompensasi atas prestasi.
dan resiko restko ditanggung

masing-masing pihak

Tidak sctara, terikat

Manftaal dan resiko

Kedudukan para pihak Setasa dan ufonom dengan kontrak
Sumberdaya untuk Penggabungan e _
. r l(. k HIH ¥ LH
pelaksanaan kegiatan sumberdaya dak ada pen_ggz_xbungdn

Sumber: Dwiyanto {2011: 256)
Sink dalam Dwiyanto (2011: 253) menjelaskan kerjasama kolaboratif sebagai
sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap
suatu masalah tertentu berusaha mencar solusi yang ditentukan sccara bersama dalam

rangka mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri.
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Fosler dalam Dwiyanto (2011:254) menjclaskan konsep kolaborasi dengan
mengatakan bahwa kerjasama yang bersitut kolaboratif meclibatkan kerjasama yang
intensif. termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan alignment atau
penyesuatan dalam tujuan, strategl, agenda, sumberdava dan aktivitas. Kedua institusi
vang pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda membangun visi bersama (shared
vision) dan berusaha mewujudkan secara bersama-sama. Untuk itu anggota organisasi
menyatukan atau sctidaknya mclakukan aliansi secaravertikal nulai dari sasaran, strategi
sampai dengan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan bersama. Shared vision menjadi
dasar bagi masing-masing pihak dalam merumuskan tujuan, sirategi, alokasi sumber
daya, dan aktivitas msinpg-masing sehingga kesemuanya memuliki kontribusi terhadap

terwujudnya shared vision tersebut.

7. Arena Kemitraan
Kemitraan vang dilakukan oleh pemecrintah dengan institusi diluar pemerintah
dapat dibedakan menjadi beberapatarena kemitraan {Dwiyanto 2011: 284-291), yaitu:
1)  Kolaborasi antavainstitusi pemerintah dengantinstitusi bisnis
Banyak literatur yangamengatakan bahwa kepatraan antara institusi pemerintah
dengan bisnis Icbih dulu dikembangkan sebelum kemitraan antara institusi pemerintah
dan institusi masyarakat. institusi bisnis sering dipersepsikan memthiki tradisi dan
nilai-nilai chisicnsi dan inovasi yang lebih baik dibandingkan dengan institusi
pemerintah.
Positive image yang dimiliki bisnis itu scring kali disebut menjadi pertimbangan
pemerintah untuk berkolaborasi dengan institusi bisnis. Disamping menjadi instrumen

kebijakan untuk memperbaiki efisiensi dan responsivitas pemerintah, kemitraan
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antara keduanya juga scring menjadi simbol politik untuk menunjukkan kepedulian
pemerintah terhadap upaya memperbaiki efisiensi penyelenggaraan pelavanan publik.
Melalui kemitraan tersebut mereka berharap akan dinilai positit oleh warga. misalnya
dianggap memiliki upaya scrius untuk menjadi lebih cfisien, tanggap. dan mampu
memberikan pelayanan publik yang haik. Disisi lain, motivasi utama institusi bisnis
malakukan kemitraan pada umumnya adalah untuk mengakses sumberdaya
pemerintah. Melalui kemitraanamemungkinkan mercka untuk menpakses sumberdaya
yang tersedia di institust pemerintah yang dapat digunakan untuk mengatasi sejumlah
permasalahan publik yang sering terjadi disekitarnya.

2) Kolaborasi antara pemerintah dan institusi masyarakat sipil

Pengalaman dibeberapa negara menunjukkan bahwa pcemerintah seringkali
mermfasilitas) munculnya institusi masyarakat sipil karena pertimbangan tertentu.
Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebutinstitusi masyarakat sipil atau
plat merah adalah “manufachered civil society™. “shadow siate™, atau “the third party
of government”, yang semuanya.mcnunjukepada mstitusiomasyarakat sipil yang
inisiatif pendifiannya“dan. pembiayaannva setidaknyapada awalnya berasal dari
pemerintah (Selsky & Parker dalam Diwayanto 201 1:287).

Kemitraan antara pemenintah dengan institusi masyarakat sipil dapat mencakup
kedua jenis mstitusi dalam masyarakat. haik yang indepeden ataupun yang menjadi
binaan pemerintah. Perbedaan sifat dan kedua jenis institust dan masingmasing dari
keduanya juga memiliki perbedaan dalam beberapa hal, seperti motif kerjasama, sifat
kerjasama, bidang kerjasama, dan sehagainya. Kemitraan antara pemerintah dengan
institusi masyarakat sipil yang pendiniannya disponsori oleh pemerintah cenderung

lebih banyak bergerak pada kegiatan-kegiatan yang menjadi kepedulian pemrintah.
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Adanya kolaborasi antara 1nstitusi masayarakat sipil dengan pemerintah diharapkan
dapat memberdayakan institusi tersebut dan menjadikannya sebagai perpanjangan
tangan pemerintah dulam merespon isu tertentu atau dalam menyebartuaskan nilai-
nilai dan kepentingan pemerintah. Selanjutnya kerjasama ini didorong oleh keyakinan
untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan publik dan kegiatan pemerintahan yang

parttsipatip.

3) Kemitraan tigasektor

Kemitraan tiga sektor pada umumnya didorong oleh pencampuran antara motif
self-interest dengan keinginan untuk mewujudkan kebatkan bersama (Selsky & Parker
dalam Dwiyanta 2011: 289). Ketiga sektor yang dimaksud adalzh pemerintah, swasta
dan institusi masyarakat, Kerjasama diantara liga pthak tersebut dilatarbelakangi oleh
dorongan untuk menjawab berbagar masalah sosial vang semakin kompleks dan tidak
memungkinkan untuk diselesaikan oleh masing-masing institusi ataupun olch kerja
sama antara pomenntah dengamsalah satu sektoftaimnnya.

Perbedaan budayaeiganisast, cara berkemunikasigdan mekanisme akuntabilitas
yang berlaku dalam masing-masing. institusi scringkali menjadr bambatan dalam
mewujudkan keberbasilan kemitraan tiga scktor ini. Untuk itu diperlukan kapasitas
untuk melakukan negosiasi dan menjembatani kepentingan-kepentingan yang
berbeda, termasuk cara mengkompensast para pemangku kepentingan yang kerena
pertimbangan tertentu kepentingannya tidak dapat diakomeodasi dalam kemitraan.
Sebagaimana dalam kemitraan diarena lainnya, trust selalu menjadi kata kunci dari
keberhasilan dalam mengelola kemitraan tiga scktor ini. 7rust antar pihak dapat

menjadi modal penting untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang tidak dapat
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dihindari dalam pengembangan kemitraan yang melibatkan institusi vang berbeda

budaya dan tradisi.

8. Manfaat dan Motivasi Colluborative Governance

Rasionalitas dari penggunaan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah menurut Slesky dan Parker dalam Dwiyanto
(2011: 270-284) dibagi kedalametiga platform, yaitu ketergantungan pada sumberdaya,
isu sosial, dan pengotakan sektor. Pada dasarnya hal .yang mendorong institusi
memutuskan melakukan kolaborasi adalah keterbatasan akscs sumberdaya vyang
memadal untuk memjawah pennasalah pubbik. Dengan mengembangkan kemitraan,
institusi pemerintah akan mendapatkan duk ungan sumberaya dari scktor hisnis ataupun
masyarakat sipil yang menjadi mitranya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan
publik.

Platforn kedua yang mendorong munculnya kemitraan adalah kepedulian mereka
terhadap isu-isu sosial-yang menjadi perhatianrmereka bersaina. Munculnya isu-isu
tertentu, scperti kemiskinanskerusakan lingkungan, dankontlik sosial, vang dirasakan
mengganggu kepentingan mereka bersama d apat menderong mercka untuk herkolaborasi
dalam mengatasinya. Menguatnya tradisi corporate social responsibility (CSR) dalam
banyak korporasi mendorong mereka untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan
masyarakat sipil dalam rangka mengatasi masalah dan isu sosial yang cendrung semakin
kompleks.

Platform ketiga, disebut sebagai social sector platform, menjelaskan bahwa
kecendrungan semakin kabumnya ciri-ciri institusi pemerintah, masyarakat sipil, dan

korporasi membuat perbedaan diantara ketiganya menjadi semakin tidak jelas. Hal ini
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terjadi karena apa yang sebelumnya merupakan peran sebuah institusi tertentu temvata
sekarang juga sering dimainkan oleh institusi di sektor lainnya. Ketika pemerintah
mengontrakkan salah satu fungsinya dalam memberikan petayanan publik kepada sektor
swasta atau masyarakat sipil maka perbedaan peran antar ketiganya akan semakin kabur.

Disamping pendapat Slesky dan Parker, Gazley dan Brudney dalam Dwiyanto
(2011: 275-281) menjelaskan tentang manfaat kolaborasi yaitu para cksekutif pemerintah
dapat mclakukan penghematanobiaya penyelenggaraan dalam  pelayanan publik,
mengurangi kompetisi mémperebutkan sumberdaya, dan meningkatkan akses terhadap
relawan dan sumbcrdaya lainnya. Selanjutnya temuan Gazley dan Brudncy adalah 65
persen cksekutit dar Kelompok masyarakat sipil mengatakan babwa melalui kemitraan
mereka dapat menghemat pengeluaran dalam penyelenggaraan layanan. Kemitraan juga
dapat menigkatkan kepercayaan diantara institusi yang bermitra. Para eksckutit di sektor
publik yang ferlibat dalam kemitraan pada umumnya merasa bahwa kepercayaan
terhadap mitranya dart masyarakat sipil menjadi semakin tinggi sctclah mereka
berkolaborasi. Nilai-pilai_dan kepercayaan bersama dapat_menjadi sumber motivasi
mercka untuk menyelenggarakan barang dan jasa. Selamjutnya kemitraan juga dapat
mengubah sikap para aktordanpersonel'dan institusi yang'bermitraa untuk menjadi lebih
terbuka dan bersahabat. Kerjasama juga akan mendorong adanya pertukaran milai, tradisi,
dan keahlian antara birokrasi pemenntah dan lembaga non-pemerintah.

Terdapat sejumlah literatur yang menjelaskan apa yang mendorong inovasi untuk
dilakukan. McGuire dalam Sudarmo (2015: 205) mengatakan alasan dilakukannya
kolaborasi adalah (1) perubahan dalam hal ketersediaannya sumber informasi
mendorong perlunya struktur-struktur yang lebib adaptif dan mengahr schingga

memungkinkan orang-orang untuk lebih mudah bekerja melalui lintas batas orgamsasi,
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(2) sifat masalah yang kompleks seperti lingkungan. kemiskinan. perawatan kesehatan,
bencana alam yang tidak bisa ditangani secara ctektif metalui birokrasi tradisional, (3)
harapan warga ncgara untuk memibiki banyak pilithan tersedia.

Selanjutnya Eppel dalam Sudarmo (2015: 205) menjelaskan basil penelitiannya
tentang alasan dilakukannya kolaborasi, dimana ada ecmpat alasan, yaitu: (1) kebutuhan
untuk melshatkan komunitas dalam keputusan-keputusan yang berdampak  kepada
mereka, {(2) kebutuhan untuk _memperoleh legitimas: dan nilai efcktivitas, (3) secara
sosial sifat masalah vangdipecabkan sangat kompleks, dan {4} keterbatasan-keterbatasan

informasi dan sumbcr daya yang diperlukan dar masing-masing organisasi.

9, Kendala Collaborative governance

Loffier dalam Dwiyanto (2011: 282) mengidentifikasi beberapa resiko dan
kendala dari kemitraan pemerintah dan swasta. diantaranya yaitu kecendrungan
kemitraan menciptakan fragmentasi struktur dan prose pclayanan publik yang dapat
berpotensi menimbulkansinasalab akuntabilitass Ketika_kemitraan dilaksanakan maka
institusi pemcrintah akan menycralikan scbagian_aotoritasnva kepada mitranya dari
masyarakat sipil atau korporasigbepitu jugadengan yang dilakukan oleb institusi mitra
lainnya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalab siapa  yang harus
mempertanggungjawabkan  penyelenggaraan pelayanan  ketika  kegiatan-kegiatan
penyelenggaraan tersebut dibagi kedalam berbagai institusi yang otonom. Ketidakjelasan
dalam hal pertanggungjawabapo akan menimbulkan masalah baru dalam governanve.

Selanjutnya kendala yang mungkin terjadi ketika mengenalkan kemitraan adalab
munculnya kekhawatiran dari pada politisi dan elite yang merasa akan kehilangan

kekuasaan untuk mengontrol pengambilan kebijakan dan manajemen pelayanan
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{Bovaird dalam Dwiyvante 2011 283). D1 sist Lun. tepatnya kalangan warga scbagal
pengguna pelevanan tentang kemungkinan kemitraan membuat pelayanan pubik lebih
banyak didorong olch ctes mencart keuntungan dari pada ctos pelayanan. Ketika institus
pemerintah berkolaborasi dengan institusi non-pemerintah dalam penvelenggaraan
layanan, terutama dengan dengan korporasi, maka kekhawatiran adanya oergeseran
onentasi pelayanan publik menjadi profit oriented tidak terhindarkan. Kendala lainnya
dapat muncul dari miskonsepsi.yang sering terjadi dalam hubungan antara pemernintah
dengan masyarakat sipils

Salah satu studi di Kanada tahun 2008 dalam Sudammo (201 1: 117) terhambatnya
jalannya suatu kolaborasi {dan juga paitisipsai)-adalah juga dischabkan oleh banyak
faktor, terutama faktor budaya, faktor institusi, dan faktor politik. Tcrkait dengan fakior
budaya bahwa kolaborasi bisa gagal | karena adanya kecendrungan budaya
ketergantungan pada proscdurdan tidak berani mangambil terobosan dan resiko. Untuk
terciptanya kolaborasi vang efektif mensyaratkan para pclayan publik untuk memiliki
skills dan kesediaan untuk.mnasuk keunitraan seeara pragmaiikeyakni berorientasi pada
hasil. Dengan kata tain, ketergantungan pada proscdurdan tidak berani mengambil resiko
merupakan salah satu hambatan.bagi terelenggaranya-efektivitas kolaborast.

Terkait dengan faktor institusi, kolaborasi bisa gagal karena danya kecendrungan
institusi-institusi yang terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi (terutama dan pthak
pemerintah) cendrung mencrapkan struktur yang hirarkis terhadap institusi-institusi lain
yang ikut terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi terscbut. Institusi yang masih terlalu
ketat mengadopsi struktur vertikal, yang dengan demikian akuntabilitas institusi dan arah
kebijakan juga vertikal, tidak cocok dengan kolaborasi karena kolaborasi mensyaratkan

cara-cara kerja atau pengorganisasian secara horizontal antara pemerintah dengan non
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pemrintah. Bahlan betapapun pemerintah mengadopsi sistem pemerintahan demokrast
yang biasanya bersifat reproscntative democracy belum tentu cocok bagi kolaborasi
karcna demokrasi seperti ini mensyaratkan tingkat proses dan tingkat formalisme yang
begitu besar dibandingkan dengan kemitraan horizontal.

Selanjutnya pada sisi politik, kolaborasi bisa gagal karena kurangnya inovasi
pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif.
Kepemimpinan  yang imovatibe (ferward-looking). adalah  pemimpin  yang bisa
memperkenatkan berbagai macam nilai- nilar dan tujuan poelitis yang bisa menjadikan
schagai inti pemerintahan yang kolaborati f, dan memberikan inspirasi terhadap agenda
yang ditentukan tetapl bisa_mengarahkan pada pencapaian_basil-hasil yang positif

melalu kemitraan (Govennent of Canada 2008 dalam Sudarmo 201 1: 120).

a. Prinsip Collaborative Governance
Memulal sebuah kerjasama dalam bentuk kemitraan dibutuhkan panduan dan
landasan berupa prinsip.agar seluruh pihak memahanm tanggung jawab dan perannya
masing-masing. Adapun prinsip kolaborasi ataw kemitzaanrSuharyanto dalam Subarsono
(2016; 185-186) vyaitu:
1) Keserasian dan keterpaduan antara kebijkaan fiskal dan moneter
Keserasian dapat mendorong penigkatan cfisien, produktifitas, stabilitas,
pemerataan alokasi, dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi. Dengan kebijkan fiskal dan
moneter yang tepat maka dapat mensukscskan agenda pemberdayaan, pemerataan, dan
pertumbuhan ilmu penhetahuan dan teknologi, termasuk sistem manajemen modern
seiring dengan peningkatan sumberdaya manusia dan kesejahteraan imasyarakat,

pengentasan kemiskinan serta untukmengatasi kesenjangan dalam berbagai aspek.
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Dalam sctiap aspck dan perkembangannya perlu adanya evaluasi dan pembelajaran vang
bisa dikembangkan,
2) Pemberdayaan
Kclompok masyarakat tidak sedikit yang memiliki potensi atas kemampuan yang

dimiliki. Namun terhalang pada kcterbatasan modal, pemasaran, dan teknologi.
Kelemahan tersebut harus diakui dan diubah dengan adanya program pemberdayaan oleh
pemermtah da pihak swasta, schingga masyarakat.dapat berperan dan herkontribusi
secara luas dalam proses perencanaan. pcelaksanaan, dan pengawasan pembangunan,
Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapar berpcran melalui:

a) Pengurangan hamhatan dan kendala pertisipasi masyarakat:

b) Menyusun program yang lebih memberi kesempatan kepada masyarakat

untuk belajar dan berperan aktif dalam pemantaatkan dan
¢) Mendayagunakan sumberdaya”produktit” vang tersedia guna memenuhi

kebutuhan.

b. Ukuran Keberhasilan Kolaborasi
DeSeve (2007:50) dalam Sudarime (201 1:110-Li6Y menyebutkanbahwa terdapat
item penting yang bisa dijadikan untuk mengukurkeherhasilan sebuah network atau
kolaborasi dalam governance, yang meliputi:

1) Nemworked strucuture Type (jenis struktur jaringan) menjelaskan tentang
deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satudengan
elemen yang lain  yang mcnyatu  secara  bersama-sama
yangmencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangant. Ada

banyak bentuk nefworked structure, seperti hub dan spokes, bintang,dan
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clusier (kumpulan terangkal dan terhubung) yang bisa digunakan,
Milward  dan  Provan  (2007) dalam  Sudarmo  (2011:111)
mengkategorikan bentuk struktur jaringan ke dalam tiga bentuk: self’
governance, lead organization dan Network administrative organization
(NAQ).

Dart kedua macam pengkategorian, model huh dan spoke bisa disamakan
dengan /ead orgamisciion: bentuk lintang bisa disamakan dengan self
governance,  sedangkan  model | clusteriebih  dekat ke model  network
administrativé organization karena yang sebenarnya. model ini merupakan
campuran antara self governance dan lead organization. Model self governence
ditandai dengan struktur dimana tidak terdapat entitas administratif namun
demikian masing-masingstakcholder berpartisipasi  dalam  rerwork, dan
manajemcn dilakukan oleb semua anggota (srakeholder yang terlibat). Kelebiban
dari modcl self-governance adalah bahwa semua siakeholder yang terlibat dalam
retworl 1kut sberpartisipasivakiif, dan_memiliki komitinen dalam membentuk
jaringan tersebutioNamun, kelemahan dari_ined@l™ ini adalah tidak efisien
mengingat biasanyasderlaiu seringnya mengadakan pertemuan  sedangkan
pembuatan keputusan sangat terdesentralisasi sehingga sulit mencapai konsensus.
Juga disyaratkan agar bisa efektif, para stakeholder vang terlibat scbaiknya
sedikit saja sehingga memudahkan saling komunikasi dan saling memantau
masing-masing secara intensif {Milward dan Provan, 2007 dalamSudarmo |
2011:111). Hal ini berani bahwa jumlah anggota yang relatif kecil atau terbatas
sangat berpengaruh terhadap efektivitas sebuah kolaborasi atau jaringan yang

mengambil bentuk self-governance. Model lead organization ditandai dengan

34



2)

adanya cntitasa dministratif (dan juga manajer yang melakukan jaringan)
scbagalanggota network/atau penyedia pelayanan. Model ini sitatnva lebih
terpusat dibandingkan dengan model seff govenance. Kelebihanya, model ini bisa
cfisien dan arah jaringannya jelas. Namun masalah yang dihadapi dalam model
ini adalah adanya dominasi olch fead organization, dan kurang adanya komitmen
dari para anggota (stakeholder) yang tergabung dalam nenvork.

Disarankan juga agacmetwork lebih optimal, para anggota dalam nenvork
sebaiknya cukup banyak (Milward and Provan, 2007 dalam Sudarmo. 2011:111).
Hal ini bisa dipahami mengapa anggota yang banyak dipandang cfektif karena
model im mengandalkan juga dukungan dari _stakeholder, atau anggota lainnya
dalam menjalankan aktivitasnya. scbingga semakin banyak dukungan semakin
efektif sebuah kolaborasi yang mnegadopst model lead oroanization, Namun
demikian jaringan trdak boleh membentuk hirarkt karcna justru tidak akan efektif,
dan struktur janingan harus bersifat organisasi dengan struktur organisasi jaringan
vang tidak adahurark! kekuasaan. dominasi dan monopeli; semuanya setara baik
dalam hal hak, kewajiban, tangpung jawabgootoritas dan kesempatanuntuk
aksesibilitas dalam ‘pencapaan tujuan hersama“(Jones:2004 dalam Sudarmo,
2011:112). Model nerwork administrative organization ditandai dengan adanya
entitas administrative secara tcgas. yang dibentuk untuk mengelota nenvork,
bukan sebagai “service provider” (penyedia layanan) dan manajernya digaji.
Model ini merupakan campuran model self-governance dan model lead
organization.

Commitment to a common puipose (komitmen terhadap tujuan) mengacu pada

alasan mengapa sebuab jaringan harus ada. Alasan mengapa sebuahneswork harus
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4)

ada adalah karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif,
Fujuan-twjuan ini biasanya dirumuskan pada misi umum suatu organisasi
pemerintah,

Trust among the participants (adanya saling percaya diantara parapelaku/peserta
yang terangkat dalam jaringan. Trust among the participants didasarkan pada
hubungan professional  atau  sosial;keyakinan  bahwa para partisipan
mempercayakan pada ipformasi-informasiatau usaha-usaha dan stakeholder
laihnya dalam suatujaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-
lembaga pemgérintah, unsur ini sangat esensial karena harus vakin bahwa mercka
memenuhi mandat [egislatif atau regulaton terhadap partner-partner (rekan kerja
dalam jaringan)lamnya yang ada di dalam scbuah pemerintahan (bagian-bagian,
dinas-dinas, | kantor-kantor. badan-badan dalam satu pemcrintahan daerah,
misalnya) dan partmer-partner di luar pemerintah untuk menjalankan aktitas-
aktivitas vang telah disetupnar bersama.

Adanya kepastian govermance atau kejelasan dalam tata kclola termasuk (a)
boundarv/dan exlusivicy, yang mencgaskan siapa yang tenmasuk anggota dan
siapa yang bukan temmasuk anggota; ini beramarbahwa jika scbuah kolaborasi
dilakukan, harus ada kcjelasan siapa Saja yang termasuk dalam jaringan dan siapa
yang diluar jaringan (b)rudes (aturan-aturan} yang menegaskan sejumlah
pembatasan-pembatasan  perilaku  anggota  komunitas dengan ancaman
bahwamereka akan dikeluarkan jika perilaku mereka menyimpang (tidak sesuai
atau bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama); dengan
demikian ada aturan main yang jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan, apa

yang seharusnya tidak dilakukan, ada ketegasan apa yang dinilai menyimpang
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3)

dan apa yang dipandang masih dalam batas-hatas kesepakatan: ini menegaskan
bahwa dalam kolaborasi ada aturan main yang disepakati bersama oleh seluruh
stakcholder yang menjadi anggota dari jaringan terschut: hal-hal apa saja yang
harus dilakukan dan hal-hal apa saja yang scharusnva tidakdilakukan scsuai
aturan main yang disepakati () self determination,yakni kebebasan untuk
menentukan bagaimana neswork akan dijalankan dan siapa saja yang diijinkan
untuk menjaiankannya; iniberarti bahwa model kolaborasi yang dibentuk akan
menentukanbagaimana cara kolaborasi im berjalan. Dengan kata lain cara
kerjasebuah kolaborasi ikut ditentukan oleh model kolaburasi yang diadopsi; dan
{(d) network_management yakni berkenaan denganresolusi penolakan/tantangan
alokasi suniberdaya. kontrol kualitas,dan pemeliharaan organisasi. Ini untuk
menegaskan bahwa ciri sebuah kolaborasi yang efektif adalah jika kolaborasi itu
didukung sepenuhnya oleh scimua anggota jaringan tanpa konflik  dan
pertentangan dalam pencapaian tujuan, ketersediaan sumber dayamanusia yang
memifiki  kompelensi  vang. memenuhi™ persyaratan,  vangdipertukan  dan
kctersediaan sumbes.kcuangan/kondtsi  finansial™ secara  memadai  dan
berkesinambungan “terdapat pemilaian kinerja-terhadapmasing-masing anggota
yang berkolaborasi, dan tetap mempertahankan eksistensi masing-masing
anggota organisasi untuktetap adaptif dan berjalan secara berkesinambungan
sesuai dengan visi dan misinya masing-masing tanpa mengganggu kolaborasi 1tu
sendiri.

Access to authority (akses terhadap kekuasaan) yakni tersedianya standar-
standar {ukuran-ukuran) ketentuan prosedur-prosedur yang jefas yang diterima

secara luas.
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6)

7

8)

10.

Distributive  accountability /7 responsibility: (pembagian  akuntabilitas
responsibilitas) vaitu berbagi governance (penataan,pengclolaan, manajemen
secara bersama-sama dengan stakeholder lainnyu) berbagi scjumlah pembuatan
keputusan kepada seluruh anggota jaringan; dan dengan demikian berbagi
tanggung jawab untukmencapai hasil yany diinginkan. Jika para anggota tidak
terlibat dalammenentukan tujuan network dan tidak berkeinginan membawa
sumberdaya dan otoritas ke dalam network,maka kemungkinan nefiork ituakan
gagal mencapai tujuan.

Information sharing (berbagi informasi) vakni kemudahan aksesbagi para
anggota, perlindungan privacy (kerahasiaan identitas pribadiseseorang), dan
keterbatasan akses bagi yang bukan anggotasepanjang bisa diterima oleh semua
pthak. Kemudahan akses im bisamencakup sistem, software dan prosedur yang
mudab dan aman untuk mengakses Informasi.

Access to resources (akses terhadap 'sumberdava) yakni ketersediaan sumber
keuangan, tekanis, mamusiasdan sumberdayalainnya_yanp diperlukan untuk

nencapai fujuan wetwerk.

Pengertian NAPZA

NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalab bahan/zat/obat jika

masuk kedalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf

pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya

karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap

NAPZA (BNP Jabar, 2010).
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NAPZA adalah zat yang memengaruhi struktur stau fungsi beberapa bagian tubuh
orang yang mengonsumsinya. Manfaat maupun risiko penggunaan NAPZA bergantung
pada seberapa banyak, scberapa sering, cara menggunakannya. dan bersamaan dengan
obat atau NAPZA lain yang dikonsumsi (Kemenkes RI, 2010).

Menurut Partodiharjo (2008), NAPZA dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika,
psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa
kelompok vyaitu:

a. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menycbabkan penurunan atau perubahan
kesadaran dan hilangnya rasa. Zat im1 dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa
nycri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi
(ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penycsuaian) dan
daya habitual (kebiasaan) vang sangat tinggl, Ketiga sifat narkotika inilah yang

menyebabkan pemakatnarkotika tidak dapat lepasdari narkotika.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis,
yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalab

obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche).

39



¢. Bahan Adiktif Lainnya

Golongan adiktif lainnya adatah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang
dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya: rokok, kelompok alkohol dan minuman
lain yang memabukkan dan memmbulkan ketagthan dan thinner dan zat-zat lain. seperti
lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium,
dapat memabukkan. Jadi, alkohol, rokok, serta zat-zat lain yang memahukkan dan

menimbulkan ketagihan juga tcrgolong NAPZA.

11. Penyalahgunaan NAPZA

Penyalahgunaan NAPZA adalah_pengpunaan NAPZA vyang bersifat patologis,
paling sedikit tclah berlangsung satu bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan
dalam pekerjaan dan fungsi sosial. Sehetulnya NAPZA banyak dipakai untuk
kepentingan pengobatan, misalnya menenangkan klien atau mengurangi rasa sakit,
Tetapi karena cfeknya “enak” bagl pemakai, maka NAPZA kemudian diﬁakai secara
salah, yattu bukansuntuk pengebatan tetgpy’ untuk _mendapatkan rasa nikmat,
Penyalahgunaan - NAPZA “usecara tetap ini menyebabkan © pengguna  merasa
ketergantungan pada obat tersebut selingpa menyebabkan kerusakan fisik (Sumiati.
2009).

Kectergantungan terhadap NAPZA dibagi menjadi 2, yaitu (Sumiati, 2009}

a. Ketergantungan fisik adalah keadaan bila sescorang mengurang: atau
menghentikan penggunaan NAPZA tertentu yang biasa ia gunakan, ia akan
mengalami  gejala putus zat. Selain ditandai dengan gejala putus zat,

ketergantungan fisik juga dapat ditandai dengan adanya tolcransi.
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b. Kectergantungan psikelogis adalah suatu keadaan bila berhenti menggunakan

NAPZA tertentu, sescorang akan inengalami kerinduan yang sangat kuat untuk

menggunakan NAPZA tersehut walaupun ia tidak mengalami gejala fisik.

Ada beberapa tahapan pemakaian NAPZA menurut Harlina (2008). yaitu sebagai

berikut:

a.

‘Tahap pemakaian coba-coba (eksperimental)

Karena pengarub‘kelompok sebaya sangat besar, reimajz ingin tahu atau coba-
coba, Biasanya mencoha mengisap rokok. ganja, atau minum-minuman
beralkohol. Jarang yang langsung mencobamemakal putaw atau minum pil
ekstasi.

Tahap pemakaian sosial

Tahap pemakaian NAPZA untuk pergaulan (saat berkumpul atau pada acara
tertentu}, ingin diako/diterima kelompoknya. Mula- mula NAPZA diperoleh
secara gratis atau-dibell dengan murah._labelum sccaraaktif mencari NAPZA.
Tahap pemakaian situasicnal

Tahap pemakaian karena situasi Jdcrtenfugomisalnya kesepian atau  stres.
Pemakaian NAPZA scbagai cara mengatasi masalah. Pada tahap ini pemakai
berusaha memperoleh NAPZA secara aktif.

Tahap habituasi (kehiasaan)

Tahap ini untuk yang tclah mencapai tabap pemakaian teratur {scring), disebut
juga penyalahgunaan NAPZA, terjadi perubahan pada taal tubuh dan gaya hidup.
Teman lama berganti dengan teman pecandu. la menjadi sensitif, mudab

tersinggung, pemarah, dan sulit tidur atau berkonsentrasi, sebab narkoba mulai
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menjadi bagian dari kehidupannya. Minat dan cita-citanya semula hilang. la
scring membolos dan prestasi seckolahnya merosot. la lebih suka menyendiri
daripada berkumpul bersama keluarga.

Tahap ketergantungan

la berusaha agar selalu memperoleh NAPZA dengan berbagai cara. Berbohong,
menipu, atau mencun menjadi kebiasaannya. la sudah tidak dapat mengendalikan
penggunaannya. NAPZ Astelah menjadi pusat kehidupannya. Hubungan dengan
kcluarga dan terman- teman rusak. Pada ketergantungan. tubuh memerlukan
scjumlah takaran zat yang dipakai. agar 1a dapat berfungsi normal. Selama
pasokan NAPZA cukup. ia_tampak sehat, meskipun sebenarnya sakit. Akan
tctapi, jika pemakaiannya dikurangi atau dihentikan, timbul gejala sakit. Hal ini
disebut gejala putus zat {sakaw). (Gejalanya bergantung pada jenis zat yang
digunakan.

Orang pun menceba mencampur berbaga jenis NAPZA agar dapat merasakan

pengaruh zat vang dinginkan, dengan risikoamemnpkatnya kerusakan organ-organ

tubuh. Gejala lain kctersantungan adalaly toleransi, swat keadaan di inana jumlah

NAPZA yang dikonsumst fidak lagi cukup untuk menghasilkan pengaruh yang sama

seperti yang dialami sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah yang diperlukan meningkat.

Jika jumlah NAPZA yang dipakai berlebihan (overdosis). dapat terjadi kematian.

12,

Pencegahan Terhadap Narkoba

Pencegahan penyalahgunaan narkoba sebenarnya adalah bagaimana membantu

masyarakat, khususnya generasi muda, untuk beradaptasi serta menyesuaikan perilaku

dan kapasitasnya dalam menghadapi pengaruh yang multipel dalam kehidupannya,
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seperti bagaimana menghadapi tekanan dan kondist sosial. bagaimana bernnieraksi
dengan rckan sebaya, dan bagaimana menycsuaikan diri dengan ciri kepribadiannya
masing-masing. Kegiatan pencegahan yang memperhatikan hal in1 bertujuan untuk
mengurangi penilaku beresiko, termasuk di dalamnya perilaku menggunakan narkoba.
Iromisnya kegiatan yang demikian tidak banyak dilakukan sehingga banyak masyarakat
yang tidak mengerti.

Ewropean Monitoring Centre for Drugs il Drug Addiction (EMCDDA),
mcengklasifikasikan tipe-tipe pencegahan yang saling melengkapi satu sama lain. Dan
yang paling penting dari semuanya adalah bagaimana mengenali level kerentanan untuk
mengalami penyalahgunaan narkoba, bukan untuk mcngetahul seberapa banyak orang
menggunakan narkoba atau henarkah seseorang menggunakan narkoba. Secara singkat
tipe—tipc pencegahan menurut EMCDDA, vaitu :

a. Pencegahan Universal (Universal Prevenrion). Pencegahan universal ditujukan
untuk populasi umum yang besar. target dan tipe ini adalah membangun
keterampilan dan nilai-nilai, persepsi terhadap norma-norma, dan bagaimana
berinteraksi dengan rekan sehaya dan kehidupan sosial.pada umumnya.

b. Peneegahan Selekiif (Selective PreventionyrPencegahan selektif ditujukan pada
kelompok rentan di mananarkoba scring digunakan. Fokusnya pada peningkatan
kesempatan dan kemampuan mercka dalmn menghadapt sttuasi kehidupan sosial
yang sulit.

¢. Pencegahan scsuat™indikasi (/ndicated Prevemiion). Model pencegahan ini
ditujukan untuk individu yangrentan, dan'bertujuan untuk membantu menangani
dan mengatasi ¢irl kepribadian yang ada pada dirinya yang membuat mereka
lebih rentan untuk menggunakan narkoba.

d. Pencecgahan lingkungan (Environmental Prevention). Pencegaban di tingkat
lingkungan bertujuan untuk mengenali dan memodifikast hngkungan sosial dan
norma sosialnya, termasuk di dalamnya membuat aturan yang membatasi
peredaran narkoba.

Dari tipe-tipe pencegaban di atas, dapat dipahami bahwa aspek pencegahan

meliputi aspek individu maupun lingkungan. Kedua hal ini mesti berjalan secara simultan

dan berkesinambungan agar program pencegahan berjalan efektif.
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Upaya perbaikan dimulai dengan evaluasi seberapa efektit kegiatan vany selama
im dilakukan. apakah sudah membekali para peserta kegiatan dengan keterampilan yang
dapat membentengi mereka dari penyalahgunaan narkoba. ataukah masih berkisar pada
aspek pengetahuan saja. Hal berikutnya adalah upaya mendeteksi tingkat kerentanan dan
kebutuhan kelompok target program pencegahan. Yang ketiga adalah membuat kegiatan
yang bcrorientasi pada keterampilan dalam berinteraksi pada kchidupan sosial serta
pemahaman terhadap cin kepribadian individu. faktor.risiko, serta nilai dan norma sosial

yang ada.

13.  Disfungsional Family dan Narkoba

Keluarga menurut Murdock (dalam Lestart, 2012) merupakan kelompok sosial
yang memiliki karakieristik tingpal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi
proses reproduksi. pola keluarga adalah model atau corak yang tetap dalam suatu
kelompok sosial yang memilikt ikatan darah, perkawinan yang terstruktur, saling
berkomunikasi dan berinteraksi (sosialisasi) yang memimbulkan peranan-peranan sosial
bagi suami- istri, ayah-ibuganak. nenek-kakek, saudara laki-laki, dan saudara perempuan
yang tinggal bersama. Hal-hal dasar pola keluarga menurat'Silallahi & Meinamo (2010)
meliputi bentuk keluarga, fingsi keluarga. pola asuh orang fua, peran.orang tua, nilai dan
Pendidikan keluarga, konfik keluarga, dan komunikasi keluarga:

Terdapat keluarga yang mengalaint keberfungsiannya tergangpgu karena heragam
jenis tekanan. Pada keluarga yang mengalami ke-kurang-hertungsian dengan batk
(dysfungsional family), biasanya 1nasalah cukup berat dan keinginan anak tidak
terpenuhi. Beherapa orangtua kurang mampu herfungsi dengan baik sehingga
membiarkan anaknya menghadapi masalah sendiri. Sementara itu terdapat pula orangtua
yang berfungsi secara berlebihan dengan tidak membiarkan anaknya berkembang dan
menjadi dirinya sendiri. Beberapa orangtua lain juga tampak tidak konsisten atau juga
terdapat orangtua yang melakukan kekerasan dengan perilaku yang tidak tepat (Benton,
1993). Selanjutnya, Benton (1993) juga menjelaskan secara terperinci, beragam jenis

keluarga yang mempengarubi perilaku anak menjadi kurang tepat yaitu:
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a. Orangtua yang tidak sempurna, dapat berupa berbagai jenis misalnya sukit fisik,
sakit mental maupun ketiadaan. Pada keadaan ini, anak menggantikan peran
oranglua untuk bertanggung jawab terhadap beberapa tugas orangtua di usia dini;

b. Orangtua yang memegang control berlebih, dimana orangtua tidak mampu
memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memegang tanggungjawab yang
tepat pada ustanya. Biasanya orangtua dengan jenis ini memiliki ketakutan vang
berlebih akan tenjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dari anak mercka. Anak
kemudian mengembangkan perasaan marah, tidak mampu dan tidak memiliki
kekuatan;

¢. Orangtua pengguna alkohol atau adiksi, keluarga depgan jenis int lebih tumt dan
tidak dapat diprediksi- Aturain yang beilaku cenderuing berubah-ubab, janji tidak
ditepati, ekspektasi yang berubah-ubah, dan sikap orangtua yang berbeda dan
berubah. Hal i _juga disedal dengan kecilnya kemungkinan anak untuk
mengekspresikan emosi, sehingga anak dibiarkan merasa tidak aman, frustasi dan
marah;

d. Orangtua yang melakukan penyalahgunaan secara verbal, fisik maupun
seksual. Kecluarga dengan jenis orangtua ini membutuhkan bantuan dari luar
lingkungan keluarga untuk mendukung anak tetap berada pada keadaan yang

sehat dan tidakgmeniru sikapnegatit orangtuanya.

Pemberiansintervensi psikologls tentu-disesuaikan _dengan akar permasalaban
yang dialami péngguna narkoba. Apabilathastizasesmen menunjukkan bahwa keluarga
kurang berfungsi dengan baik, maka vangharus-menjalani proses ferapt bukan banya
pengguna narkoba (residen), tapi harus mclibatkan seluruh anggeta keluarga. Dalam
psikologi dikenal dengan istilah family therapy. Dalam jurnal yang dikeluarkan oleh
Center for Substance Abuse Treatment, family therapy dapat diterapkan pada semua
pengguna narkoba (narkoba jenis apapun), tcrmasuk pengguna dengan dually
diagnosed (diagnosa ganda), penyalahguna obat bius serta klien HIV yang disertai
dengan penyalagunaan narkoba (Adhesatya & Khabibah).
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B. Penelitian Terdahulu

a, Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Mcnanggulangt Bahava
Narkotika Di Kabupaten Tegal oleh Alfiardi, Trias (2015). Hasil penclitian yang di
perolch adalah sampai saat ini peran dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam
menangpulangi bahaya narkotika di Kabupaten Tegal hanva sebatas pencegahan
saja. Penanganan rehabilitasi di lakukan oleh BNNP provinsi dan Penindakan di
lakukan oleh Polres Tegal..Hambatan yang di-hadapi Pemerintah Daerah dalam
menanggulangi bahaya narkotika di Kahupaten Tegal mengenai rendahnya sumber
daya manusia mengetahui narkotika, kurangnya anggaran Pemcrintah daerah hingga
sarana dan pra sarana rchabilitasi yang belum memadai, Solusi untuk menanggulangi
bahaya narkotika di Kahupaien Tegal Pemerintah Daerah telah melakukan upaya
prefentif, tindakan hukum serta rchahilitasi. Berdasarkan permasalahan yang
dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa peran dan tanggung jawab
Pemerintah Dacrah dalam menanggulangi bahaya narkotika di Kabupaten Tegal
sangat penting dan.strategis kama Pemesintah Daerahanempunyai kewenangan
untuk mengayomi masyarakat Kabupaten Tegal agarterbebas dari bahaya narkotika.
Sehingga bisa menciptakan masyarakat ¥ang adilyamakmur dan sehat sentosa demi
meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan atas peran dan tanggung Pemerintah
Daerah Kabupaten Tegal dalam menanggulangi bahaya narketika di Kahupaten
Tegal.

b. Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba
(Studi Pada Gerakan Sadar Anti Narkoba (Gesank) Di Kelurahan Bunulrejo
Kecamatan Bliimbing Malang) Oleh Sulistyo, Bambang (2007). Dalam upaya

tindakan yang tegas bagi para pengedar dan penyalahgunaan narkoba pemerintah
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khususnya Kota Malang harus menekan lajunya peredaran dan penyalahgunaan
narkoba dengan mencegahnya peredaran di tingkat fokal. Pemerintah Kota Malang
sendiri mempunyas Badan Narkotika di tingkat kota yaitu BNK. Merupakan badan
yang menggani kasus narkoba di Kota Malang. Pemerintah Kota Matang dengan
melakukan berbagai program untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan
narkoba di Kota Malang. Salah satu program yang sedang disosialisasikan adalah
pendirian Posko Gesank yang'menjadi ujung teimbak program pemerintah itu kini
telah tersebar di seluruh Kelurahan di Keta Malang. Eungsi Posko Gesank yang
pertama adalah memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, dan
kedua sebagai pendeteksi dini atau informan adanya perdaran geiap narkoba kepada
aparat kepolisian terdekat.

. Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di
Pedukuhan Papringan, Caturtungpal, Depok, Sleman, Yogyakarta Oleh Emun
Noviani (2009). Penclitian ini merupakan penilitian lapangan (field research).
dengan memilih lekasi penelitian di Padukuhan Papringan.Catur Tunggal, Depok.
Sleman Yogyakarta: Penelitian ini bersifat deskripf-analitik dimana data diambil
dengan metode dokumentasi, obscrvasi dan wawancara (interview) dengan tokoh
masyarkat, tokoh agama, pemuda dan pejabat setempat. Dalam menganalisis skripsi
penyusun menganalisis secara induktif dengan menggunakan pendekatan nonmatif-
sosiologis yaitu dengan menggunakan nilai-nilal nonna masyarakat yang ada
kaitannya dengan masalah yang dibahas dengan melihat dan memperhatikan
fenomena yang terjadi di masyarakat Metode ini digunakan untuk memahami
fenomena-fenomena tentang Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkotika di Padukuhan Papringan, Catur Tunggal, Depok,
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Sleman, Yogyakarta, kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk
memperoleh  pengertian yang utub tentang pembahasan topik yang diteht.
Berdasarkan hasil analists maka dapat disimpuikan bahwa apa yang sudah dilakukan
oleh masyarakat Padukuhan Papringan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika
sudah sesuai dengan proscdur apa yang dunstruksikan pemenntah dan Badan
Narkotika Nasioanal (BNN} scbapgar badan yang mcenaungi masalab narkotika.
Terlebih peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkotika menempatkan
posisi orangtua schagal quot;central coantrol quot; remaja untuk berpartisipasi aktif
membimbing, mendidik, mengawasi dan memberikan motivasi langsung kepada
anak remaja agay terhindar dan_penyalabgunaan narkotika,

. Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat Dalam Menanggulang: Peredaran Gelap
Narkotika di Daerah Instimewa Yoyyakarta oleh Fram Raditya Yunanda (2014).
Berdasarkan uruian dan anahsis dapat diperoleh upaya vang dilakukan oleh Polda
DIY adalah upaya prc-emtif dengan pembinaan dan penyuluhan, upaya preventif
dengan melakukan.patrol dari'kepolisian serta upaya represit dengan penangkapan
dan penggcledahan datam. rangka pencegahan danspenanggulangan tindak pidana
penyalanggunaan dan“peredaran gelap markotikassAdapun upaya yang dilakukan
masyarakat adalah pembinaan dan “penyuluhan serta pendidikan dilingkungan
keluarga, melakukan mencarian, memperoleh dan memberikan informasi kepada
penegak hukum, dan membangun kerjasama dengan kepolisian serta BNN.,

. Strategi Pencegahan Pcnyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi tentang
Partisipasi Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo) oleh Ahmad Anhari (2012).
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab

penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah faktor intem yaitu kejiawaan
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yang masih labih dan kurangnya pemahaman tentang agama dan kurangnya
kesadaran hukum. adapun faktor ekstemm adalah kcadaan keluarga vang tidak
harmonis dan lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Strategi yang bisa di terapkan
otch BNN kabupaten Sukoharjo adalah program penyuluhan, dan kampanye anti
narkoba.

" Nick Stinnet dan John DeFrain (dalam Hidayat, 2013), telah melakukan studi dan
penclitian yang berjudul Ehe National Study.on Family Strengths”. Dari hasil
penelitiannya terhadap keluarga-keluarga Amerikas, kedua sarjana  tersebut
mendapatkan rumusan untuk menjadi syarat suatu keluarga yvang disebut keluarga
bahagia dan sehat (happy and healthy famuly), yaitu_paling sedikit harus terpenuhi
beberapa kriteria, yaitu: 1. Mempunyal Landasan Agama Kchidupan beragama
{penghayatan dan pengamalannya) dalam rumah tangga sangat dianjurkan. Karena
“hanya dalam agamalah“terkandung nilai-nilar moral vang sifatnya abadi. 2. Selalu
Bersama Kelvuarga Dalam masyarakat modem, ikatan keluarga sering mudah
longgar. Karena kesibukan, jarang mempunyal wakiu untuk bersama, sehingga
merupakan faktor yangmmendukung terjadinya kesemjangan, antara orangtua dan
anak. Oleh karena itu sesibuk-sibuk apapun, tetapduangkan waktu untuk keluarga.
3. Mempunyai Pola Komunikasi yang Baik Kemunikasi yang terjadi sering kali satu
araht dan instruktif sifatnya. Bila demikian halnya., maka kondisi demikian itu
merupakan faktor yang mendukung bagi terjadinya disfungsi/disharmoni keluarga.
Maka komunikasi yang bersifat dua arah, demokratis dan emosional (dengan
perasaan) yang hangat antara orangtua dan anak-anak, menyebabkan bila terjadi
suatu masalah, cepat dapat ditanggapi dan diselesaikan. 4. Saling Menghargai Saling

menghargal antara suamiisteri, demikian juga pada anak-anak, amatlah dianjurkan
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bagi hubungan yang batk antara sesama anggota keluarga. Pemberian perhatian
ataupun penghargaan dan support agar yang akan datang dapat lebih baik. 5. Adanya
lkatan Kekeluargaan Keluarga harus merupakan suatu ikatan dinamis vyang
memungkinkan para anggota keluarga itu berkembang dan tumbuh. Olch karena itu
keluarga sebagai suatu kelompok.

Mengacu kepada penelitian terdahulu diatas, maka terdapat perbedaan secara
substansi dengan penelitian yangakan dilakukan pcnulis adalah penulis menguraikan
secara parsial dari peranan-peranan keluarga, masyarakat dan peran kepolisian secara
simultan dari ketiga peranan-peranan tcrsebut secara sunultan terhadap penyalahgunaan

narkoba di Kabupaten Purwakarta,

C. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka pcmikiran dalam penelitian it adatah sebagai berikut:
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Collaborative Governance

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
Pada bagan diatas diketahui bahwa diperiukan adanya Collaborative

Governance, yang melibatkan multi organisast yaitu peranan keluarga, peranan
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masyarakat dan peranan kepolisian untuk mencapai tojuan bersama yaitu pencegahan

penyalahgunaan narkoba sebagai permasatahan yang tidak dengan mudah dipecahkan

apabila svatu orgamsasi berdiri sendiri.

Adapun operasionalisasi variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Vanabel
Collaboration
Governance
Lemos dalam
Subarsono
(2016:176)

= Dimensi
Multipartner

governance dengan

Keluarga (x 1)

E\J

Lad

. Indlk{lIOF

mencari, memperoleh, dan
memberikan informasi
inempcerolch pelayanan
dalammencari,
memperoleh, dan informasi
menyampaikan saran dan

pendapat

4. memperoleh tanggapan,

5. memperoleh  perlindungan
hukum

6. melaporkan. .

Multiparther I Mengadakan Sosialisasi dan |

governance Penyuluhan. '

(Pemenintah dacrah | 2. Menyelenggaraan Pusat

dengan Pemcerintab Rehabilitas.

Posath(x?) 3. Memberikan penghargaan
kepada penegak hukum dan
masyarakai.

Multipartnet |. Pembinaasdan penyutuhan,

governance 2eMelakukan patroli

(Kepolisian) x3 3. Penangkapan dan

_____ . penggeledahan. ]

Drug Prevention 1. Pencegahan | 1. Pencegaban melalui program
(menurut Furopean Umversal penyuluhan
Monitoring Centre 2. Pencegahan 1 2. Pencegahan melalui peran
for Drugs and Selektif keluarga
Drug Addiction) 3. Pencegahan | 3. Peningkatan kewaspadaan

sesuai 4. Kebutuhan fasilitator

indikasi 5. Pencegahan melalui

4. Pencegahan optimalisasi hubungan
lingkungan instansi dan masyarakat

Variabel datam penelitian ini terbagi memadi dua, yaitu Collaboration

Governance menurut Lemos dalam Subarsono (2016:176) dan Drug Prevention (imenurut

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). Variabel Collaboration
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Governance memiliki tiga dimensi. yaitu Multipartner governance dengan keluarga (x1),

Multipartner governance dengan masyarakat (x2) dan Multipartner governanee dengan

Kepolisian (x3).

yaitu,

O R —

yaitu,

Multipartner governance dengan keluarga terbagi dalam beberapan indikator

mencari, memperoleh, dan memberikan informasi

memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan informasi
nicnyampaikan saran dan pendapat

memperoleh tanggapan.

memperoleh perlindungan hukum

melaporkan.

Multipartner govemance dengan masyarakat terbagi dalam beberapan indikator

Mengadakan Sostalisasi dan Penyuldhan.
Menyelenggaraan Pusat Rehabilitas.
Memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat.

Muitipartncr govemance dengan Kepolisian terbagi dalam beberapan indikator

Pembinaan dan penyuluhan.
Melakukan patroli
Penangkapan dan'penggeledahan

Adapun variabel Y dalam,penclitian inicadalah Drug Prevention (menurut

European Monitoring Centrejor Drugs and Drug Addietion). Adapun dimensi dalam
variabel Y adalah

haliiadl ) Al o

® oo ow

Pencegahan Universal
Pencegahan Selektif
Pencegahan sesuai indikasi
Pencegahan lingkungan

Indikator dalam variabel Y adalah,

Peneegahan melalui program penyuluhan

Pencegahan melalui peran keluarga

Peningkatan kewaspadaan

Kebutuhan fasilitator

Pencegahan melalui optimalisasi hubungan instansi dan masyarakat
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D. Hiphotesis Penelitian

1.

[R]

Keluarga berperan sccara signifikan terhadap pencegahan penyalahgunaan
narkoba di kabupaten Purwakarta.
Masyarakat berpcran sccara signifikan terhadap peneegahan penvalahgunaan
narkoba di kabupaten Purwakarta.

Kepolisian berperan secara signifikan terhadap pencegahan penyalahgunaan

narkoba di kabupaten P
Keluarga, Masy: secara signifikan sccara
bersama-sams arkoba di kabupaten

Purwakarta

I
I
h. B 4
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Adapun desain dalam penclitian ini adalah menggunakan pendekatan metode
kuantitatif. Menurut Sugivono (2013:13) yang dimaksud mectode kuantitatif adalah
metode  penelitian  kuantitatit dapat  diartikan  sebagai metode penelitian  yang
berlandaskan pada filsafat pesitivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau
sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random,
pengumpulan dala | menggunakan  instrumen  penclitian, analisis data  bersitat

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penelitian-iii-adalah-untukmembuat deskripsi atau gambaran secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fcnomena
yantg diselidiki. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini vaitu angket metode
tertutup.Indikator-indikatorountuk _ketiga vanabel tersebut“kemudian dijabarkan oleh
penulis menjadi sejumlah pertanyanspertanyaan sehingga diperoleb data primer. Data int

akan dianalisis denganimenggunakan uji statistika yang relevanuntuk menguji hipotesis.

B. Populasi Dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:115), “populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karaktenstik tertentu ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Anggota dalam populasi

dapat berupa manusia, tumbuh-tumbuhan, maupun benda lainnya. Jadi, populasi adalah
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kescluruhan dari komponen dalam kelompok yang menmiliki satu atau Iehih karakteristik
tertentu yang sama dart sampel yang diambil dan kestmpulan dari hasil.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten
Purwakarta dengan jumlah Sampling Kecamatan Purwakarta dengan 9 Kelurahan dan
satu Desa dengan jumiah penduduk 154.208 yaitu perdesa diambil 15 kepala keluarga
(15 KK X 10 = 150 Kepala Keluarga). Sedangkan sampel dalam penclitian ini adalah
Kecamatan Purwakarta dengan jumlah penduduk (raudon: sampling) perdesa diambil 15
Kepala Keluarga.

Pada penelitian im penulis menggunakan salah satu tekmk nonrandom sampling
(nonprobability sampling), yaitu sensus, Mcaurut Sugiyono (2015: 126), teknik sensus
adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai
sampel/responden. Maka, sampel pada penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten

Purwakarta.

C. Instrumen Penelitian

Instumen dalam penehtian ini adalah 'menggunakan angket. Angket/kuesioner
merupakan alat vkur dalamg penclitian  biasanya dinamakan instrumen penelitian
(Sugiyono, 2008). Riduan (2008:70) “mengatakan bahwa instrumen pen¢litian
menjelaskan semua alat pengambilan data yang digunakan, proses pcngumpulan data dan
teknik penentuan kualitas instrumen {validitas dan reliabilitasnya). Kuesioncr penelitian
terdiri atas tiga bagian yang berhubungan dengan variabel penelitian. Kuesioner ini

menggunakan skala Likert jenjang 5:
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Sangat setuju sckali: skor 5
Sangat Setuju: skor 4
Setwu: skor 3

Tidak sctuju: skor 2

Sangat tidak sctuju: skor 1

Adapun instrumen penelitian adalah schagai herikut,

Tabei 3.1 Instrumen Penelitian

Instrumen Kuesioner

[ §ss

SS

TS

5TS

Peran Masyarakat dalam Pencegahan
Penyahgunaan Narkoba

l.

Masyarakat memiliki peran untuk
mencari, memperoleh, dan memberikan
informasi terhadap pencegahan
penyalahgunaan narkoba

Masyarakat berhak memperolch

pelayanan dalam mencari, memperoleh,
dan informasi terhadap pencegahan
penyalahgunaan narkoba

Masyarakat herhak menyampaikan saran
dan  pendapaty, terhadap pcnieegahan
penyalahgunaan narkoba

Masyarakat berhak meémperoleh tanggapan

terhadap informasi pencegahan
penyalahgunaan narkobal
Masyarakat berhak meémpcroieh

perlindungan  hukum ““jika _.memiliki
informasi terhadap pencegahan
penyalahgunaan narkoba.
Masyarakat memiliki peran melaporkan
informasi terhadap pencegahan
penyalahgunaan narkoba.

Peran Pemerintah dalam Pencegahan
Penyahgunaan Narkoba

1. Pemerintah memiliki peran dalam
pengadaaan Sosialisasi dan
Penyuluhan.

2. Pemerintah memiliki peran dalam
menyelenggaraan Pusat Rehabilitas.
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Instrumen Kuesioner

3. Pemerintah memiliki peran dalam
memberikan penghargaan kepada

$SS

S8

TS

STS

Peran Kepolisian dalam Pencegahan
Penyahgunaan Narkoba

1. Kepolisian memiliki peran dalam
pembinaan dan penyuluhan terhadap
penyalahgunaan narkoba,

2. Kepolisian memiliki pcran dalam
melakukan patrol terhadap
penyalahgunaannarkoba.

3. Kepolisian'memiliki peran dalam
penangkapan dan pengpeledahan
terhadap penyalahgunaan narkoba.

Pencegahan Narkoba

. Adanya penyuluhan yang inicnsif dan
organisasi kemasyarakatan saat ini
tingkat pencegahan narkoba semakin
baik,

2. Adanya peran keluarga tingkat
kesadaran tentang bahaya narkoba
semakin_baik

. Adanya penyuluhan yang intensit dari
kepolisian, saat ini tingkat pencegahan
narkobasemakin baik.

4. AdanyakepedulianVang tinpgisdar:
masyarakat, saatmigupaya pencegahan
narkoba sermakin,berhasil

5.4Dalam.upaya pencegahan
penyalahgunadmaarkobaidar berbagai
pihak, menurut pengdmatan saya saat
ini masyarakat semakin waspada
terbadap bahaya penyalahgunaan
narkoba.

6. Penyuluhan tentang hidup schat dari
aparat pemerintah sudah berhasil
mencegah terjadinya penyalahgunaan
narkoba.

7. Dalam upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba, menurut
pengamatan saya diperlukan peran
fasilitator.

8. Dalam upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba diperlukan
peran koordinator dari masyarakat

LN}
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" Instrumen Kuesioner SSS[ss [s | TS |sTS

9. Dalam upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba diperlukan
peran koordinator dari pemerintah

10.Dalam upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba diperlukan
peran koordinator dari kepolisian

i 11.Dalam vpaya pencegahan

! penyalahgunaan narkoba diperlukan
terbina kondisi yang haik antara
instansi terkait dengan masyarakat
akan bahaya narkeba.

D. Prosedur Pengumpulan Data
Adapun prosedur pengumpulan.data dalam penchitianini-adalahs
a. Penyeharan Angket/kuesioner
b. Pengumpulan Data
¢. Pengujian Instrumen Penelifian
. Uji Vahditas Instrumen
Data dikatakansvalid, jika pertanyaan pada kuesionersmampu mengungkapkan
sesuatu yang diukur oleh kuesioner terscbut. Butirbutir pertanvaan yang ada dalam
kuesioner diuji terhadap faktos, terkait. Lji validitas dimaksud untuk mengetahui
seberapa cermat suatu test atau pengujian melakukan fungsi ukurannya. Suatu instrument
pengukur dikatakan valid apabila instrument tersebut mengukur apa vang seharusnya
diukur atau dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan peneliti.
Validitas adalah suvatu derajat ketepatan/kelayakan instrumen yang digunakan
untuk mengukur apa yang akan diukur (Sekaran, 2012). Menurut Sukardi (2013) validitas
adalah derajat yang menunjukkan dimana suatu tesmengukur apa yang hendak diukur.

Sedangkan menurut Azwar (2014) bahwa validitas mengacu sejauh mana akurasi suatu
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tes atau skala dalam menjalankan fungs: pengukurannya. Tinggi rendah validitas suatu
angket atau kuesioner dithitung dengan menggunakan metode Pearson”s Product Moment
Corrclation (Sugiyono, 2002; 148).

Hasil perhitungan ni akan dibandingkan dengan critical value pada tabel im nilai
r dengan tarat signitikasi 5% dan jumlah sampel yang ada. Apabila hasil perhitungan
korelasi prodict moment lebih besar dan critical value, maka instrumen ini dinyatakan
valid. Sebaliknya apabila skoratem kurang dari exitica! value, maka instrumen ini

dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas Insttumen
Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudab baik ( Arikunto, 2002: 154).
Rcliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, maksudnya
apabila dalam beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok yang sama
diperoleh hasil vang relatif sama (Syaifuddin Azwar, 2000: 3} Balam penelitian 1, uji
reliabilitas dilakukan dengansinenggunakan tekhnikeFormula Alpha Cronbach dan

dengan menggunakan programeSPSS 15.0 for windows.

E. Mctode Analisis Data

Pcmilihan teknik analisis data dalam suatu penelitian berorientasi kepada bentuk
hipotesis dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Teknik analisis
regresi linier ganda yaitu cara atau teknik khusus untuk mencari atau mengetahui
seberapa besar hubungan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Sebelum melangkah ke analisis regresi ganda, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat

59



analisis untuk mengetahui apakah data tersebut layak untuk diuji dengan menggunakan
uji anahsis regresi ganda. Tcknik analisis 1ni dibantu dengan menggunakan Program
Statistik SPSS.15.0.

Anahsis regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah data vang diperolch
memenuhi persyaratan untuk dianalisis menggunakan tcknik yang direncanakan. Sesuai
dengan tujuan penelitian, yaitu: mengetahui tingkat pengaruh dan signifikansi antara
beberapa vanabel hebas terhudap vanabel terikat secara sendiri-sendiri maupun secara
bersama-sama, maka digunakan analisis statistik korelasi dan regresi ganda.

Dalam menguji hipotesis penelitian imi digunakan beberapa rancangan teknik
statistik konfirmasi_(hasil hutung dengan tabel). variabel digunakan teknik regresi linear
berganda. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh dan besarnya sumbangan sctiap
variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis regresi ganda, dengan kniteria
F hitung > F tabel, dengan taraf signihkanst .05, dengan formula persamaan garis

regresi. Analisisnya menggunakan bantuan komputer program SPSS 15.0.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Gambaran umum responden terdin dari jenis pekerjaan responden, rentang usia
responden, latar belakang pendidikan responden, rata-rata penghasilan responden per
bulan, jumlah anggota kcluarga, jumlah anak dalam keluarga, dan rentang usia anak.
Adapun jenis pekerjaan responden terbagl ke dalam beberapa jenis diantaranya, PNS,
Pepawar Swasta, Wiraswasta, Pelajar, Mahasiswa, Petani, Seniman, Pedagang dan

lainnya. Bertkut ini adalah gambaran jems pekenjaan responden:
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Gambar 4.1 Gambaran Pekerjaan Respondén

Berdasarkan pada gambar 4.1 diketahui bahwa,
|. responden yang memiliki pekerjaan sebagai PNS berjumlah 53 Orang atau

36,6%,

2]

responden yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Swasta berjumlah 1 orang

responden atau 0,7%.

3. responden yang memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta berjumlah 13 orang atau

9,0%.
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4. responden yang memiliki pekerjaan scbagai Petani berjumlah 2 orang atau 1,4%.
Tidak terdapat responden yang bekerja sebagai Pelajar, Mahasiswa, Seniman

maupun Pedagang.

Lh

. responden yang memiliki pekerjaan Lainnya herjumlah 73 orang atan 50,3%.
6. Dan terdapat 3 orang atau 2,1% rcsponden yang tidak mengisi kolom pekcrjaan.
Sehingga diketahui bahwa jumlah rcsponden terbanyak dalam penelitian ini
memiliki pekerjaan lainnya sebanyak 73 orang.
Rentang Usia responden terbag) ke dalam beberapa bagian yaitu, dibawah 20
Tahun, antara 20 hingga 25 Tahun, antara 26 hingga 30 Tahun, antara 31 hingga 35
Tahun | antara 36 hingga 40 Tahun, antara 41 hingga 45 Tahun, antara 46 hingga 50

Tahun, dan diatas 50 Tahun. Benkut ini adalah gambaran rentang usia responden:

1 J 3 4 5 = 7 & El

Gambar 4.2 Gambaran Usia Responden

Berdasarkan pada gambar 4.2 diketahui bahwa,
1. responden yang memiliki usia dibawah 20 tahun berjumlah 3 orang atau 2,1%.
2. responden yang memiliki usia 20-25 tahun berjumlah 1 orang responden atau

0,7%.
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Tad

. responden yang memiliki usia 26-30 tahun berjumlah 13 orang atau 9,0%.

4. responden yang memiliki usia 31-35 tahun berjumlah 18 orang atau |2,4%.

5. responden yang memiliki usia 36-40 tahun berjumtah 19 orang atau 13,1%.

6. responden yang memiliki usia 41-45 tahun berjumlah 24 orang atau 16,6%.

7. responden yang memiliki usia 46-50 tahun berjumlah 29 orang atau 20%,

8. responden yang memiliki usia lebih dari 50 tahun berjumiah 37 orang atau
25,5%., dan

9. terdapat | orang atau 0,7% yang tidak mengisi kolom usia.

Diketahui bahwa responden terbanyak dalam penelitian ini berusia lcbih dari 30

tabun,

Iatar belakang pendidikan responden terbagi ke dalam bceberapa jenjang
pendidikan diantaranya SD, SMP SMA/SMK, Diploma, Sarjana, S2 dan S3. Berikut ini

adalah latar belakang pendidikan iesponden:

R AR O &

AL
P <
>
S

Garnbar 4.3 Gambaran Latar Pendidikan Responden
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Berdasarkan pada gambar 4.3 diketahwu bahwa.

1. responden yang memiliki pendidikan terakhir SD berjumlah 4 orang atau 2.8%.

[

responden yang memiliki pendidikan terakhir SMP berjumlah 9 orang responden
atau 6,2%.
3. responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK berjumlah 95 orang
atau 65,5%.
4. responden yang memiliki pendidikan terakhir.Diploma berjumnlab 3 orang ataw
2,1%.
5. responden yang memiliki pendidik an terakhir Sarjana berjumlah 32 orang atau
22,1%.
6. tidak terdapat responden yang memiliki pendidikan terakhir S2 maupun S3.
7. terdapat 2 orang atau [,4% yang tidak mengisi kolem pendidikan,
Diketahui bahwa responden terbanyak dalam pencelitian ini memiliki pendidikan
terakhir SMA/SMK dan tidak terdapat responden dengan pendidikan terakhir S2 dan S3.
Rata-rata penghasilan.per bulanyesponden terbagidalambeberapa nominal yastu
dibawah RP. 1000.000, diantara:Rp. 1.000.000 hingga2:500.00, diantara Rp. 2.600.000
hingga 3.500.000, diantara Rp.3:600.000 hingga 5.000.000 | dan diatas Rp. 5.000.000.

Berkut ini Rata-rata penghasilan per buian responden:
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Gambar 44 Gambaran Penghasilan Responden

Berdasarkan pada gambar 4.4 diketahui bahwa.
i, responden yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 1.000.000 berjumlah 27

orang atau }8,6%.

ta

responden yang memittki penghasilan antara Rp 1:000:000 sampai dengan Rp
2.500.000 berjumlah 40 orang responden atau 27,6%.
3. responden yang memiliki penghasilan antara Rp 2.600.000 sampai dengan Rp
3.500.000 berjamlah24senang atau 16.6%.
4. responden yang.nemiliki penghasitan abtara Rp 3.600:000, sampai dengan Rp
5.000.000 berjumiah 43 orang atau 29,7%.
5. responden yang memiliki penghastlanebih dari Rp 5.000.000 berjumlah 7 orang
atau 4,8%.
6. terdapat 4 orang atau 2,8% yang tidak mengisi kolom penghasilan,
Diketahu bahwa responden terbanyak dalam penelitian ini memiliki penghasilan
antara Rp 3.600.000 sampat dengan Rp 5.000.000.
Jumlah anggota keluarga responden terdirt dar berjumlah kurang dari lima orang,
berjumlah enam sampai sepuluh orang, dan berjumlah lebih dari sepuluh orang. Adapun

gambaran jumlah anggota keluarga responden sebagai berikut:
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Gambar 4.5 Gambaran Jumiah Anggota Keluarga Responden

Berdasarkan'pada gambar 4.5 diketahui bahwa,
1, responden yang memiliki anggota keluarga kurang dari S orang berjumlah 121

orang atau 83,4%.

(]

responden yang memiliki anggota keluarga antara 6 sampai dengan 10 orang
berjumiah 20 orang responden atau | 3,8%.
3. tidak terdapat respenden yang memiliki anggota keluarga iebih dan 10 orang.
4. terdapat 4 orang atau 2.8%yang tidak mcagist kolom anggota keluarga.
Diketahoi-bahwa jumlah responden paling banyak memiliki anggota keluarga
kurang dari 5 orang, dan tidak terdapatkeluarga dengan anggota keluarga lebih dari 10.
Jumlah anak dalam kcluarga responden terdirt dari berjumlah kurang dari lima
orang, berjumlah enam sampai sepuluh orang. dan berjumlah lebih dan sepuluh orang.

Adapun gambaran jumlah anak dalam keluarga responden sebagai berikut:
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Gambar 4.6 Gambaran Jumlah Anak Responden
Berdasarkan pada gambar 4.6 diketahur bahwa
1. responden yang memiliki jumlah anak kurang dari 5 orang berjumlah 135 orang

atau 93, 1%.

!\._)

responden yang memilikt jumlah anak antara 6 sampai dengan 10 orang
berjumlah 5 orang responden atav 3,4%.

3. tidak terdapat responden yang memilikijumilah-anak.tcbih dari 10 orang.

4. terdapat 5 orang atau 3.4% yang tidak mengist kolom jumlah anak.

Diketahui bahwa responden terbanvak dalam penelitian 1 menuliks jumlah anak
kurang dari 5 orang anak.

Rentang Usia Anak dalam'keluarga responden terbagi ke dalam beberapa bagian
yaitu ,dibawah 10 Tahun, antara 10 hingga 15 Tahun, antara 16 bingga 20 Tahun, antara
21 hingga 25 Tahun , antara 26 hingga 30 Tahun, antara 31 hingga 35 Tahun, antara 30
hingga 40 Tahun, dan diatas 40 Tahun. Berikut ini adalah gambaran rentang usia anak

dalam keluarga responden:
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Gambar 4.7 Gambaran Rentang Usia Anak Responden

Berdasarkanpada gambar 4.7 diketahurbahwa,

. respenden yang memiliki anak dengan rentang usia dibawah 10 tahun berjumlah

58 orang atau 40,0%.

. responden yang memiliki anak dengan rentang usia dari 10 sampai dengan 15

tahun berjumlah 26 orang responden atau 17,9%.

. responden yang memiliki anak dengangentang usia-l6sampai dengan 20 tahun

berjumlaly33 orang afaw22.8%.

responden yang memilikianak dengan usia 2lssampai dengan 25 tahun berjumlah
11 orang atau 7,6%.

responden yang memiliki anak dengan usia 26 sampai dengan 30 tahun berjumlah
7 orang atau 4,8%.

responden yang memiliki anak dengan usia 31 sampai dengan 35 tahun berjumlah
1 orang atau 0,7%.

Tidak terdapat responden yang memiliki anak dengan rentang usia 36-40 tabun.
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8. responden yang memiliki anak dengan rentang usia lehih dari 40 tahun berjumlah
| orang atau 0.7%.

9. terdapat 8 orang atau 5.5% yang tidak mengisi kolom rentang usia anak.

Diketahut bahwa responden terbanyak memiliki anak dengan rentang usia

dibawah 10 tahun.

B. Hasil Uji Validitas.dan Realibilitas

Ujt validitas/ adalah suatu pengukuran untuk menentukan kevalidan atau
kesahihan suatu instremens Validitas -bertujuan-untuk-melihat sejauh mana suatu
instrumen dapat menjalankan fungsinya. Uji validitas berkaitan dengan kctepatan atau
kesesuaian alat ukur terhadap konsep yang diukur. sehingga alat ukur benar-benar dapat
mengukur apa yang perlu diukur, Uji reliabilitas adalab up untuk menunjukkan sejauh
mana tingkat konsisten pengukuran dari suatu responden atau sejauhmana pertanyaan
dapat dipahami schingga tidak menyebabkansbeda intemprestrasi dalam pcmahaman
pertanyaan terscbut.

Kuestoner terdirt dari empat bagian, yaitu Peranan Keluarga, Peranan Masyarakat
dan Peranan Kcpolisian serta Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten
Purwakarta. Adapun hasil Uji Validitas dan Realiabilitas terdapat Peranan Keluarga,
Peranan Masyarakal dan Peranan Kepolisian serta Upaya Pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:
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Kucsioner A (Peranan Keluarga)

1. Up Validitas

Tabcl 4.1 Item-Total Statistics Uji Validitas Peranan Keluarpa

Scate R Keputusan
Mean it Scale Corrected Cronbach's  |Tabel
Item Variance if | Item-Total | Alpha if Item
Deleted |itcm Deleted| Correlation Deleted

ITEM t 100.53 72.947 178 7341 361 Tidak
Valid

ITEM 2 100.30 69.321 760 T13) 361 Valid
ITEM 3 100.20 70.855 532 721 361 Valid
ITEM 4 10110 81.748 -.442 7731 361 Tidak
valid

ITEM 5 100340 69.834 657 716 .36t Valid
ITEM 6 100.37 70.861 512 211 .361 Valid
ITEM 7 100.33 71816 454 7250 361 Valid
ITEM § uo.27 69.995 056 7168 361 Valid
ITEM 9 100.30 69.666 " 150 361 Valid
ITEM__IOJ 100.30 69.183 602 T14y 361 valid
ITEM 11 100.37 71.275 545 7221 361 Valid
ITEM 12 100.47 71.430 631 221 361 Valid
ITEM 13 100.27 69.582 618 TS5 361 Valid
ITEM 14 100.50 70.121 720 7i6] .361 Valid
ITEM_15 100.27 70.133 639 T 361 Valhd
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Tabel 4.1 Mem-Total Statistics Uji Validitas Peranan Keluarga

Scale R |Keputusan
Mean if Scale Corrected Cronbach's }Tabel
ftem Variance if | Item-Total | Alphaif item
Deleted |[ltem Deleted| Correlation Deleted
ITEM 16 {00.30 69.300 751 J13F 361 Valid

Untuk membandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila correcied item > 1 tabel |1

tabelnya dilihat dari n= 30 yaitu 0, 361 maka item valid dari data di atas variable X1

(peranan kelvarga) vaitu 14 item valid dan 2 item tidak valid.

2. U Reliabilitas

Tabel 4.2 Reliability Statistics Peranan Keluarga

Cronbach's Alpha

N oflltems

i

16

Untuk melihat reliabilitas bisa disandingkan antara cronbach's aipha dengan r tabel =

0,736 > 0,361 maka variabel x| (peranan keluarga) datanya reliable.
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Kuesioner B (Peranan Masyarakat)

1. Uji Validitas

Tabel 4.3 1tem-Total Statistics Uji Validitas Peranan

Masyarakat

Scale Mean Scale Corrected ftem-[  Cronbach’s | R Tabel [Keputusan

if Item Variance it Total Alpha it Item

Delcted |Item Deleted| Cormrelation Deleted

ITEM 1 55.10 29.596 .589 722 3061 Valid
ITEM 2 55.10 30.025 483 728 361 Valid
ITEM 3 55.00 29.857 43 28] 361 Valid
ITEM 4 54.97 28.749 641 1713 361 Valid
ITEM 5 54.90 28.239 710 07 361 Valid
{TEM 6 54,86 29.552 441 1726 361 Valid
ITEM 7 54.93 28.067 762 704 .36) Valid
ITEM 8 55.48 27.830 352 727 361 Tidak
Valid
ITEM 9 55.00 28:429 544 4 361 Valid|

Untuk membandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila corrected item > r tabel, r tabelnya
dilihat dari n= 30 yaitu 0, 361 maka item valid dari data di atas variable X2 (peranan

masyarakat) yaitu 8 item valid dan | item tidak valid.
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2. Uji Reliabilitas

Tabel 4.4 Reliability Statistics Peranan Masvarakat

Cronbach’s Alpha

N of ltems

741

.

Untuk melihat reliabilitas bisa disandingkan antaga cronbach's alpha dengan r tabel =

0,741 > 0,361 maka variabel X2 (peranan masyarakat) datanyva rcliabel

Kuesioner C (Peranan Kepolisian)

1. Uji Validitas

Tabel 4.5 Item-Total Statistic Uji Validitas Peranan Kepolisian

Scale Mean Scale Comected ltem-| Cronbach's R [Keputusan
if ltem Variance 1f Total Alpha it Item |Tabel
Deleted | ItenmDeleted | Correlation Preleted
ITEM } 46.10 26.093 159 758|361 Valid
ITEM 2 46.00 pa - F Zid 757 361 Valid
ITEM 3 45.93 26.202 746 J60L 361 Valid
ITEM 4 45.87 26.533 07 764) 361 Valid
ITEM § 45.97 26.516 672 7651 361 Valid
ITEM 6 46.00 25.862 802 755¢ 361 Valid
ITEM 7 46.10 26.369 02 763] 36l Valid
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Untuk membandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila corrected item > 1 tabel, 1
tabelnya dilihat dari n° 30 yaitu 0, 361 maka item valid dari data di atas variable X3

(peranan kepolisian) yaitu 7 item valid dan () item tidak valid.

2. Ujt Reliabilitas

Tabel 4.6 Reliability Statistics Peranan Kepolisian

Cronbach's Alpha N of ltems

7838 7

Untuk melihat reliabihitas bisa disandingkan antara cronbach's alpha dengan r tabel =

0,788 > 0,361 maka vanabel X3 (peranan kepolisian) datanya reliable.
Kuesioner D (Pencegahan Penyalahgunaan Narkeba)

L. Uji Vahditas

Tabel 4.7 Item-Total Statisties Uji Validigas"Pencegahan
Penvalahgunaan Narkoba

Scale Mean Scale Corrgcted Cronbach's R |Keputusan
if ltem | Vananceuifd Ttem-Total®™ | Alpha if [tem |Tabel
Deleted |ltem Deleted | “Gorrélation Deleted
ITEM 1 70.40 63.490 AT79 53] 361 Valid
ITEM 2 70.27 64.340 514 755] .361 Valid
i!TEM__’, 70.27 61.995 645 7451 .361 Validu
ITEM 4 70.27 62.685 739 746] .361 Validr
ITEM 5§ 70.17 62.626 707 .746] .361 ValidJ
HTEM 6 70.23 64.323 504 755] .361 Validr
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Tabel 4.7 Item-Total Statistics Uji Validitas Pencegahan
Penyalahgunaan Narkeba

Scale Mean Scale Corrected Cronbach's R {Keputusan
it ltem | Vananceif | Item-Total | Alpba if ltem |Tabel
Dcleted |ltem Deleted| Correlation Deleted
ITEM 7 70.30 62.424 610 7471 3061 Valid
ITEM 8 70.33 60.437 72 .736] .36l Valid
ITEM 9 70.27 61.237 817 739] 361 Valid
ITEM 10 70.23 02.116 798 743 361 Valid
ITEM {1 70.07 62.823 677 748) 301 Valid

Untuk membandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila corrected item > r tabel |, r
tabelnya dilihat dart n="30 yaitu 0, 361 maka item valid dart data di atas vanable Y

(pencegahan penyalahgunaan narkoba) yaitu 11 item valid dan 0 item tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 4. 8 Reliability Statistics. Pencepahan Penyalahgunaan Narkoba

Cronbaeh's Alpha N of Items

766 3!

Untuk melihat reliabilitas bisa disandingkan antara cronbach’s alpha dengan r tabel =

0,766 > 0,361 maka variabel {pencegahan penyalahgunaan narkoba) datanya reliable.
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Peran collahoration governance dalam drug prevendion di Kabupaten Purwakarta
adalah sebagai berikut:
}.  Peran Keluarga
Peranan keluarga terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten

Purwakarta adalah sebagai berikut:

Gambar 4:8 Gamharan Hasil K uestoner Mengenai Peran Keluarga

Berdasarkan hasil penclitian dalam benfuk Kuesioner mengenai Peran Keluarga
menunjukan bahwa

a. Terdapat 81,55% 1esponden. sctujuodengan _pemyatann bahwa keluarga
merupakan tempat pertama dalam mendapatkan pcndidikan tentang bahaya
narkoba.

b. Terdapat 81,90% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa keluarga
merupakan tempat pertama yang sangat berpcran dalam mencegah anggota
keltuarga terlibat dalam kasus narkoba,

¢. Terdapat 82,59% respondcn yang setuju dengan pernyataan bahwa sebagai kepala
keluarga, responden mengetahui mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

d. Terdapat 50,69% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa sebagai kepala

keluarga, responden mengetahui cara penyebaran narkoba.
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h.

111,

.

. Hasil penclitian dari kuecsioner ini juga mcnunjukan bahwa terdapat 80,17%

responden yang sctuju dengan pernyataan balwa scharusnya keluarga dapat
memberikan informast awal tentang bahaya penggunaan narkoba sejak awal.
Terdapat 77.93% responden yang sctuju dengan pernyataan bahwa kepala
keluarga atau orang tua dapat menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Terdapat 79.31% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa responden
menjelaskan  tentang  bahaya penyalahgunaan narkoba  kepada anggota
keluarganya.

Terdapat 84.14% rcsponden yang setuju dengan pernyataan bahwa kasih sayang
dalam keluarga-gmelindungtsimenjaga-dan-merawatpmerupakan hal yvang sangat
peating dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dalam keluarga.
Terdapat 8 | 72% tespandei yang sctuju-dengan periayataan bahwa rasa saling
menghormati di dalam keluarga (patuh kepada orang tva, menghargai anggota
keluarga yang lain) mcrupakan hal yang penting.

Terdapat 80% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa adanya peraturan
yang ketat dalam kcluarga merupakan hal yang penting dalam mencegah
terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Terdapat 80.34% wesponden yang setuju denganopemyataan bahwa terdapat
kesamaan péndapat tentang hahaya penyalahgunaan narkoba dalam keluarga
merupakan bal yangepenting dalamm mencegah terjadimya penyalahgunaan
narkoba.

Terdapat  78,45% responden. yamg  setuju dengan pemyataan bahwa
penyalahgunaan narkoba dapat dicegah apabila ada rasa saling percaya diantara
anggota keluarga.

Terdapat 86,03% responden yanyg setuju dengan pernyataan bahwa penanaman
ajaran agama dalam keluarga dengan keteladanan merupakan hal yang sangat
penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Terdapat 78,79% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa sebagai kepala
keluarga, responden mengetahui tentang cara mendampingi atau memberi
informasi, mengawasi pergaulan anak dalam upaya mencegah penyalahgunaan

narkoba.
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o. Terdapat 81,90% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa pengawasan
orang tua vang baik (memantau perkembangan anak, memantau pergaulan anak)
merupakan  hal  yang harus  dilakukan jika ingin mcncegah terjadinya
penyalahgunaan narkoba,

p. Terdapat 83.62% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa penanaman
disiplin yang kuat tentang ibadaly, menjalankan tugas-tugas pendidikan dan
menjaga nilai serta norma kesopanan merupakan hal yang harus dilakukan oleh

keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil penclitian  dari kuesioner Peranan  keluarga terhadap
pencegahan penyalahigunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta diketahui aspek tertinggi
atau aspek vang mendapatkan persetujuan terbanyak darisesponden adalah penanaman
ajaran agama dalam keluarga dengan keteladanan merupakan hal vang sangat penting
dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba; kasih suyang dalam keluarga
(melindungi, menjaga dan merawat) merupakan hal yang sangat penting dalam
mcncegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dalam ketuarga; dan penanaman disiplin
yang kuat tentany ibadabs.menjalankan tugas-tugas pendidikansdan menjaga nilai serta
nonna kesopanan mcrupakanthal yang harus dilakukan'eleh keluarga dalam mencegah
penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil penclitan dari kuesioner Peranan keluarga terhadap
pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta dikectahui aspek terendah
atau aspek yang memiliki persetujuan dengan persentast paling sedikit yaitu sebagai
kepala keluarga, responden mengetahui cara penyebaran narkoba; dalam upaya
pencegahan penyalahgunaan narkoba, menurut pendapat responden kepala keluarga atau

orang tua dapat menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba; dan sebagai kepala
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keluarga. responden menjelaskan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada

anggota kcluarga.

2, Pcran Masyarakat
Peran masyarakat terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten

Purwakarta adalah sebagai berikut:

. 83.10 :
74.00 82.41 81.72

30.00
EERY 78.10 78.62 78.45

75.00
72.41

Gambar 4.9 Gambaran Hasil Kuesioner Menpgenai Peran Masyarakat

Berdasarkan hasil penclitinadalam bentuk-kKuoesioner mengenai Peran Masyarakat
terhadap bahaya penyalahgunaan narkeba! vaitu
a. Terdapat 80% responden yangssetujurdengan pemyataan bahwa tingkah laku
pemuka masyarakat turul mempengaruhi upaya pencegahan penyalahgunaan
narkoba.
b. Terdapat 78,10% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa adanya
organisasi kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal merupakan sarana yang

penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
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d.

h.

. Terdapat 82,41% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa adanya

kegiatan positif pada organisasi kepemudaan sangat penting untuk mencegah
penyalabgunaan narkoba.

Terdapat 78,62% responden yang seluju dengan pernyataan bahwa teman sebaya
dalam lingkungan tempat tinggal merupakan kelompok yang sangat berpengaruh
dalam terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Terdapat 83,10% responden yang setuju dengan permyataan bahwa seharusnya
masyarakat diberikan  Kesempatan  untuk = turut. serta  dalam mencegah
penyalahgunaan narkoba melalui berbagai kegtatan sosialisasi.

Terdapat 81572% fespondenyang sctuju-dengan-pernyataan bahwa dalam vpaya
pencegahan penyalahgunaan narkoba masyarakat memerlukan nomma aturan
yang kuat.

Terdapat 78,45% responden vang setupu dengan pernyataan bahwa adanya
kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat merupakan hai penting dalam upaya
pencegahan pényalahgunaannarkoba.

Terdapat, 72.41% responden yang sctuju denganpernyataan bahwa dalam upaya
pencegahan penyalaliginaan narkoba diperlukan peimberdayaan LSM.

Terdapat 75% responden yang sciuju dengan pernyataan bahwa masyarakat saat
ini sudah berperan sebagai tasilitator dalam mencegab terjadinya penyalabgunaan
narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner Peranan masyarakat terhadap

pencegahan penyalabgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta diketahui aspek tertinggi

atau aspek yang mendapat persetujuan paling banyak dari responden adalah seharusnya

masyarakat diberikan kesempatan untuk turut serta mencegah penyalahgunaan narkoba
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melalui berbagai kegiatan sosialisasi: adanya  kegiatan positif pada  organisasi
kepemudaan sangat penting untuk mencegah penyalalizunaun narkoba; dan responden
yakin bahwa dalam upaya pencegahan  penvalahgunaan narkoba, masyarakat
memerlukan norma aturan yang kuat.

Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner Peranan masyarakat terhadap
pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta diketahui aspek terendah
atau respontden dengan persentasi persetujuan paling scdikit adalah upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba diperlukan pemberdayaan |.SM:iumasyarakat saat 1n sudah
berperan scbagai fasilitator dalam mencegah terjadinya penyalabgunaan narkoba; dan
adanya organisast kemasyarakatan di lingkungan teinpat tinggal merupakan sarana yang

penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

3. Peran Kepolisian
Peran Kepolisian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten

Purwakarta adalah sgbagai berikut

2.0
20.03
25 G0
21000
20,0
v 87.41
27 B86.38
i 85.17
dhun
83.28 83.28 83.79
0T 81.72
- ! £

Gambar 4.10 Gambaran Hasil Kuesioner Mengenai Peran Kepolisian
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Berdasarkan hasil penclitian dari kuestoner Peranan Kepolisian terhadap bahaya
penyalabgunaan narkoba. vaitu:

a. Terdapat 83,28% yang sctuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba. peran kepohisian adalah membina dan memberikan
penyuluhan kepada masyarakat.

b. Terdapat 81.72% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya
pencegahan penyalahgundan narkoba, peran kepolisian adalab dengan melakukan
patrol atau operasi rutin.

¢. Terdapat 86.38% responden yang sctuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya
pencegahanpenyatahgunaannarkoba; perankepolisianadalah dengan melakukan
penangkapan pada bandar narkoba.

d. Terdapat 87,41% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya
pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan melakukan
penangkapan pada pengedar narkoba.

e. Terdapat 83, 28% respandcen vang setujudengan pernyataan bahwa dalam upaya
pencegahan penvalahgunaan narkoha peran kepolisian adalah dengan melakukan
penangkapan pada pengguia narkoha

f. Terdapat 83,79% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya
pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan melakukan
penggefedahan dan penyitaan narkoba.

g. Terdapat 85,17% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya
pencegahan penyalahgunaan narkoba, peran kepolistan adalah dengan melakukan

penyidikan terhadap kasus narkoba dengan benar.
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Berdasarkan  hasil penelitian  dari kucsioner Peranan kepolisian terhadap
pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta diketahui aspek
tertingg atau aspek yang menuiliki jumlah persetujuan paling banyak dari responden
adalah upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan
melakukan penangkapan pada pengguna narkoba; responden percaya bahwa dalam
upaya penccgahan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian adalah dengan
melakukan penangkapan pada‘bandar narkoba; dan.responden percaya bahwa dalam
upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran  kepolisian adalah  dengan
melakukan penyidikan terhadap kasus narkoba dengan benar.

Berdasarkan.hasii-penclittandari o kuesioner Peranan, kepolisian terhadap
pencegahan penvalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta diketahur aspek
terendah atau aspek dengan persentasi persetujuan paling sedikit dari responden adalah
upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba peran  kepolisian adalah dengan
melakukan patrol/ oprasi rutin; dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba,
peran kepolisian adalalmembina dan membertkan peayuivhan kepada masyarakat:
dan dalam upaya pencecgahanpenyalahgunaan natkeba peran kepolisian adalah dengan

melakukan penangkapan padapengguna narkoba.
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4.  Pencegahan Narkoba

Pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut,

5 s 84.31
87.24 8310
76.00 80.6345 80 17
- 789/
78.62 : 77.92 7810 /8.10
7400 672
72.00
1 2 ) a ; 7 3 . 1

Gambar 4.1 "Gambaran Hasil Kuesioner Mengenai Peneegahan Narkoba

Berdasarkan hasil penelitian dan kucsioner Pencegahan Narkoba menunjukan
bahwa

a. Terdapat 76,72% responden vang setuju dcaganspemyataan bahwa dengan
adanya penyuluhan vang intensif dan orgamisasi kemasyarakatan saat ini tingkat
pencegahan narkoba menjadi semakin baik.

b. Terdapat 80,69% responden vang sefuju dengan pernyataan bahwa dengan
adanya peran kcluarga, tingkat kesadaran tentang bahaya narkoba semakin baik.

¢. Terdapat 80,17% responden yang setuju dengan pemnyataan bahwa dengan
adanya penyuluhan yang intensif dari kepolisian, saat ini tingkat pencegahan
narkoba semakin baik.

d. Terdapat 78,62% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dengan
adanya kepedulian yang tinggi dari masyarakat, saat ini upaya pencegahan

narkoba semakin berhasil.
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k.

Terdapat 82,24% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya
pencegahan penyalahgunaan narkoba dari berbagai pihak., menurut pengamatan
responden  saat 11 masyarakat  scmakin waspada  terhadap  bahaya
penyalahgunaan narkoba.

Terdapat 78,97% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa penyuluhan
tentang hidup sehat dari aparat pemerintah sudab berhasil mencegah terjadinya
penyalahgunaan narkobas

Terdapat 77.93% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa dalam upaya
pencegahan /penyalahgunaan narkoba, menurut pengamatan  responden,
diperlukan peran dasilitator.

Terdapat 78.10% responden yang  setuju bahwa dalam upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba diperlukan peran koordinator dari masyarakat dan
pemerintah.

Terdapat 83.10% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa peran
koordinator davie kepolistam. juga diperlukan datam upaya pencegaban
penyalahgunaan narkeba.

Terdapat 84.31% responden yang scitiju babwardiperlukan adanya kondisi yang
terbina yang baik antara instansi terkait dengan masyarakat akan bahaya narkoba,

Berdasarkan  hasil penelitian  dari  kuesioner terhadap  pencegahan

penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta diketahui aspek tertinggi atau aspek

yang mendapatkan persetujuan paling banyak dari responden yang adalah diperlukan

adanya kondisi yang terbina yang baik antara instansi terkait dengan masyarakat akan

bahaya narkoba; peran koordinator dari kepolisian juga diperlukan dalam upaya

pencegahan penyalahgunaan narkoba; dan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan
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narkoba dari berbagai pihak. menurut pengamatan responden saat ini masyarakat
semakin waspada terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian dan kuesioner terhadap pencegahan penccgahan
penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta diketahui aspek terendah atau aspek
yang memiliki persentase persetujuan paling sedikit adalah dengan adanya penyutuhan
yang intensif dari organisasi kemasyarakatan saat ini tingkat pencegahan narkoba
menjadi semakin baik dalam-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, menurut
pengamatan respondei, diperlukan peran fasilitator; dan. dalam upaya pencegahan
penyalahgunaan parkoba diperlukan peran koordinator  dari masyarakat dan

pemerintah.

Hasil Regresi Pengaruh Peranan Kcluarga, Masyarakat, Kepolisian Terhadap

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Purwakarta

1. Pengaruh Peranan Keluarga Terhadap Pencegahan Penvalahgunaan Narkoba

Di Kabupatén Purwakarta

a. Korclasi

Berikut adalah table pedoman korelasi yang dijadikan panduan untuk

menentukan tingkat korelasi:
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Tabel 4.9 Pedoman Interpretasi Kocfisien Korclasi

Interval Koefisien Tingkaf Hubungan
0,00 - 0,199 o Sangat Rendah
- 020--0399 Rendah
0.40 - 0,599 Sedang
0,60 - 0,799 Kuat
0,800-1,000 Szi-l_"lgat Kuat

Tabel 4. 10 Correlations Peranan Kelnarga terhadap Pencegahan Narkoba

Pencegahan
Peranan Keluarga Narkoba

Pearson Correlation ! 681"
Sig. (2-Tailcd) 000
N 144 144
Pearson Correlation 6817 ]
Siga(2-tailed) 000

N 144 144

** Correlation 1s significant.at the 0.01 level (2-tailed).

Pada hasil uji korelasi di atas, ditemukan korelasi antara Peranan Keluarga
terhadap Pencegahan Narkoba scbesar 0,681 dengan tingkat signifikasi p= 0,000 <,
a = 0,05 kemudian Jika dibandingkan dengan nilai rwse sebesar 0,159 diperoleh
berdasarkan jumlah N = 144, maka nilai ruinng 0,681 lebih besar daripada riaper (0,681
> 0,159). Kesimpulannya terdapat hubungan antara Peranan Keluarga dengan

Pencegahan Narkoba berada pada tingkat knat dan berharga positif.
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b. Uji Signifikansi Korelasi

Ut signitkasi korelasi dilakukan melahai uji t dengan bantuan program SPSS

versi 17.00 for windows sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Coelficients* Pecranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba

Unstandardized Standardized
Coetlicients Cocftticients
B Std. Error Beta
(Constant) 6.700 1.990 3.367 000}
Peranan Keluarga 405 038 681 11.067 000]

a. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba

Berdasarkan tahel di atas, diperolch fhiune Sebesar 11,067 sedangkan pada taraf

signifikansi 0,05 dengandk(144-2) =142 diperolch angkasebesar 1.645. Ternyata thiung

11,067 > tupa |,645. Dengan demikian terdapatikorelasi positif dan signitikan antara

peranan keluarga deéngan pencegahan narkeha.

¢. Analisis Koelesien Determinasi

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi

variable X1 terhadap variabel Y yang berlaku untuk seturuh populasi yang diteliti.

Koefesien determinasi ini dihitung dengan menggunakan SPSS versi 17.0 for windows,

sebagai berikut:
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Tabel 4. 12 Model Summary Peranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba

Change Statistics

R Square
Change F Change dt1 d12 Sig. F Change
1 A463% 122475 l 142 000

a. Predictors; (Constant), PerananKeluarga

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperolei hasil R Square sebesar
0,403 atau 46,3 %:. Hal ini berarti bahwa peranan keluarga memberikan kontribusi

scbesar 40,3% terhadap pencegahan narkoba sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain,

d. Analisis Regresi

Untuk mengetahol bentuk Kkorelasi peranan keluarga terhadap pencegahan
narkoba maka dilakukamanaiisis regeesi sederhana denganmenpgunakan program SPSS

versi 17.00 for windows, dengan hasil sebagal berikuot:

Tabel 4, 13 Coefficients® Peranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba

Unstandardized Standardized
Coefficients Cocfhicients
B Std. Error Bela
(Constant) 6.700 1.990 3.367 001
PERANAN 425 038 B8 11.067 .000}
KELUARGA

a. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh regresi arah regresi (b) sebesar 0,425dan
konstanta sebesar 6,700. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua

variabel tersebut oleh persamaan regresi sebagai berikut:
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Y=6700+0425X1

Sctelah mengetahui keterkaitan antara peranan keluarga dengan pencegahan

narkoba, selanjutnya dilakukan pengujian sipnifikansi korelast dengan menggunakan uji

F. Un signifikansi ini untuk menetukan apakah peranan keluarga signifikan terhadap

pencegaban narkoba,

Tabel 4. 14 Anova” Peranan Keluarga terhadap Pencegahan Narkoba

Sum of
Model Squares dt Mcan Square F Sig.
Regression 844.129 1 844.129 122.475 000!
Residual 978698 142 6.892
Total 1822.826 143

a. Predictors: (Constant). Peranan Keluarga

b. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh barga F hitung scbesar 122,475

sedangkan F tabel pada tingkat kepercayaan 95%dengan dk (n-2) = 142 diperoleh harga

F tabe] sebesar 3,84 Setelahvdiketahtrharga Fiim, dan Fasatemyata Fring 122.475 >3,84

Fubel dengan demnikian, dapatdisimpulkan bahwa terdapatpengarvh yang signifikan dari

peranan keluarga terhadap pencegahan narkoba,
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2. Pengaruh Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba Di Kabupaten Purwakarta

4. Korelasi

Hasil korclasi antara peranan masyarakat dengan pencegahan penyalahgunaan

narkoba dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 4. 16 Correlations Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Peranan Pencegahan
Masyarakat Narkoba

Pearson Correlation 1 563"
Sig (2-tailed) .000)
N 144 144
Pearson Correlation 563" 1
Sig. (2-tailed) 000

N 144 144

**, Corrclation is significant af the 0.0 Llev@l(2-tailed),

Pada hasil ujr kerelasi.di atas, ditemukan korclasi antasa-Peranan Keluarga terhadap
Pencegahan Narkoba scbesar 0,563%dengan tingkat signifikasi p= 0,000 <, a = 0.05
kemudian Jika dibandingkan dengan nilal ri sebesar 0,159 diperoleh berdasarkan
jumiah N = 144, maka nilai fuinme 0,563 lebih besar daripada reer (0,563 > 0,159).
Kesimpulannya terdapat hubungan antara Peranan Masyarakat dengan Pencegahan

Narkoba berada pada tingkat kuat dan berharga positif.
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b. Uji Signifikansi Korelasi

Uji signifkasi korelasi dilakukan melalui uji t dengan bantuan program

SPSS versi 1 7.00 for windows schagai berikut:

Tabel 4. 17 Cocfficients* Peranan Masyarakat Ferhadap Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Goefficients

B Std. Error Beta
(Constant) 15.007 1.691 8.872 .0004
Peranan 571 070 563 8117 .0004
Masyarakat

a. Dependent Variable: Pencegaban Narkoba

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh fhiune sebesar 8,117 sedangkan pada taraf

signifikansi 0,05 dengan dk (144=2)= 142 diperolelrangka sebesar 1.645. Termnyata thiwung

8,117 > tuba 1,645 Dengain.demikian terdapat korelasispositif-dan signifikan antara

peranan masyarakat denganpencegahan narkoba.

c. Analisis Koefesien Determinasi

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi

variable X1 terhadap variahel Y yang berlaku untuk seluruh populasi yang diteliti.

Koefesien determinasi ini dihitung dengan menggunakan SPSS versi 7.0 for windows,

sebagai berikut:
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Tabel 4. 18 Model Summary Peranan Masvarakat Terhadap Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Change Statistics

R Square F

Change

Change [df!

Sig. T

df2| Change

1 317

312

2.961

S 65.888( 1

142 000

a. Predictors: (Constant), Peranan Masyarak at

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas. diperoleh hasil R Square sebesar

0,317 atau 31,7 %. Hal 1n1 berart1 hahwa peranan masyarakat memberikan kontribusi

sebesar 31,7% terhadap pencegahan narkoha sedangkan sisanya dipengaruhi taktor lain.

d. Analisis Regresi

Untuk mengetahut bentukekorelas: peranan masyarakat terhadap penecgahan

narkoba maka dilakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS

versi 17.00 for windows, dengan hasiksebagal berikut:

Tabel 4. 19 Coefficients® Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Unstandardized Standardized

Coefficients Coefficients

B Std. Error Beta
{Constant) 15.007 1.691 8.8721 .000
Peranan Masyarakat ST 070 563 8.117 .Otﬂ

a. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba
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Dari hasif perhitungan di atas diperoleh regresi arah regresi (b) scbesar 0.571 dan
konstanta sebesar 15.007. Selanjutnya dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua
variabel tersebut oleh persamuun regrest sebagai berikut:

Y =15.007+ 0,571 X1

Setelah mengetahui keterkaitan antara peranan masyarakat dengan pencegahan
narkoba, selanjutnya dilakukan pengujiansignifikansi korelasi dengan menggunakan uji
F. Uji signifikansi ini untuk menetukan apakah peranan masyarakat signifikan terhadap

pencegahan narkoba.

Tabel 4. 20 Anova” Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba
Sum of
Model Squares Df  [Mean Square F Sig.
Regression 577729 | 577.729 65.888 000?
Residual 1245097 142 8.768
Total 1822 826 143

a. Predictors: {Constant), Peranan Masyarakat

b. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga F hitung sebesar 65,888
sedangkan F tabel pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk (n-2) = 142 diperoleh harga

F tabel sebesar 3,84 Setelah diketahui harga Fhiwng dan Febe temyata Fiung 122,475 >
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3,84 Fuana Dengan demikian, dapat disimputkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

dan peranan masyarakat terhadap peneegahan narkoba.

3. Pengaruh Peranan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan

Narkoha Di Kabupaten Purwakarta

a. Korelasi

Hasil analisis korelasi antara peranan kepolisian dcnpan penyalahgunaan

narkoba di Kabupaten Purwakarla dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 4. 22 Correlations Peranan Kepolisian Terhadap Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan
Peranan Polisi Narkoba

Pearson Correlation ! 6727
STelg2-tailed) 000
N 144 144
Pearson Cerrelation 6727 ]
Sig. (2-tailed) 000

N 144 144

** Correlation is significant at the 0.01 tevel (2-tailed).

Pada hasil uji korelasi di atas, ditemukan korelasi antara Peranan Kepolisian
terhadap Pencegahan Narkoba sebesar 0,672 dengan tingkat signifikasi p= 0,000 <,
a = 0,05 kemudian Jika dibandingkan dengan nilai ris. sebesar 0,159 diperoleb

berdasarkan jumlah N = 144, maka nilai 7inmg 0,672 lebih besar daripada riuser (0,672
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> 0,159). Kesimpulannya terdapat hubungan antara Peranan Masyarakat dengan

Pencegahan Narkoba berada pada tingkat kuat dan berharga positif.

b. Uji Signifikansi Korelasi

Uji signifkasi korelasi dilakukan melalui vji t dengan bantuan program
SPSS versi 17.00 for windows sebagai berikut:

Tabel 4. 23 Coefficients" Peranan Kepolisian Terhadap Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba

Unstandardized Standardized
Coethicients Coefficients
B Std. Error Beta
{Constant) 6.619 2.046 3.235 002
PERANAN 621 057 672110.801 .0004
KEPOLISIAN

a. Dependent Vanable: Pencegahan Narkoba

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh thine sebesar 10,801 sedangkan pada taraf

signitikans1 0,05 dengan dk (144-2) = 142 diperoleh angka sebesar 1,645. Ternyata thiung

10,801 > tuave 1,645 Dengan demikian terdapat korelasipositid dan signifikan antara

peranan Kepolisian denganipencegahan narkoba.

c. Analisis Koefesien Determinasi

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi

variable X1 terhadap variabel Y yang berlaku untuk seluruh populasi vang diteliti.

Koefesien determinasi ini dihitung dengan menggunakan SPSS versi 17.0 for windows,

sebagai berikut:
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Tabel 4. 24 Model Summary Peranan Kepolisian Terhadap Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Change Statistics

R Square F Sig. F

Change | Change |df1|df2] Changc

1 451 447 2.655 A511116.667) 1]142 0001

a. Predictors: (Constant), Peranan Kepolisian

Berdasarkanchasibperhitungan pada tabel di-atasydiperolehvhasil R Square sebesar
0,451 atau 45,1 % Hal i1 berarui bahwa peranan Kepolisian memberikan kontribusi

sebesar 45,1% terbadap pencegahan narkoba sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain.

d. Analisis Regresi
Untuk menpetahui bentuk korelasi peranan masyarakat terhadap pencegahan
narkoba maka dilakukan analisistegrcesi sederhanadengan menggunakan program SPSS

versi 17.00 for windows, dengan hasil.sebagai berikut:

Tabel 4. 25 Coeflicients* Peranan Kepolisian Terhadap Pcencegahan
Penvalahgunaan Narkoba

Unstandardized Standardized
Coeftictents Coecfficients
B Std. Error Beta
(Constant) 6.619 2.046 32351 .002
PERANAN 621 057 672 10.801 20001
KEPOLISIAN

a. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba
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Dari hasil perhitungan di atas diperoleh regresi arah regresi (h) sebesar 0.621 dan
konstanta sebesar 6.619. Maka dapat dizambarkan bentuk hubungan antara kcdua

variabel terscbut oleh persamaan regresi

Y=6,619+0,621X1

Setelah mengetahui keterkaitan antara peranan kepolisian dengan pencegaban
narkoba, sclanjutnya dilakukan pengujian signifikansi korelasi dengan menggunakan uji
F. Uji signifikansi ini untuk menetukan apakah peranan kepolisian signifikan terhadap

pencegahan narkoba.

Tabel 4. 26 Anova® Peranan Kepolisian Terhadap Pencegahan Penyvalahgunaan

Narkeba
Sumn of
Model Squares Dt |Mean Square F Sig.
Regpression 822.153 1 822.153| 116.667 0007
Residual 1000.674 142 7.047
Total 1822.826 143

a. Predictors: (Constant)yPeranan Kepolisian
b. Dependent Variabler Pencegahan Narkoba

Berdasarkan perhitungan di atas, |diperoleh_harga F hitung sebesar 116,667
sedangkan F tabel pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk (n-2) = 142 diperoleh harga
F tabel sebesar 3,84 Setelah diketahui harga Fhiwne dan Fabe ternyata Frine 116,667 >
3,84 Ftabel Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan dari peranan kepolisian terhadap pencegahan narkoba.
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4. Pengaruh  Peranan Keluarga, WMasyarakat Dan Kepolisian Terhadap

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Purwakarta

a. Analisis Koefesien Korelasi Ganda

Analisis koefesien ganda dimaksudkan untuk mengetahut derajat keterkaitan atau
hubungan antara peranan keluarga, masyarakat dan kepolisian berkelanjutan (secara
bersama-sama/stmultan) terhadap pencegahan penyalahpunaan narkoba. Untuk up

korelasi ini menggunakan rumus korelasi ganda.

Tabel 4. 27 Model Summary Peranan Keluarga, Masyvarakat Dan Kepolisian

Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Change Statistics

R
Square{ F Sig. F
Change|Changefdf]|df2 [Change!

1 .799° 038 630 200721 .038] 82.159 31140 .000
a. Predictors: (Constant), Peranan Keluarga, Peranan Masyarakat, Peranan Kepolisian

Dari tabel di atas diketabui hasil kerelasi (R) sebesar 0,799 yang berarti bahwa
terdapat korclasi ganda yang positif dari peranan keluarga, peranan masyarakat dan
peranan kepolisian terhadap penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan kriteria harga
koefesien korelasi rhiung 0,799 menunjukkan tingkat hubungan kuat. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi ganda positif yang sedang antara peranan

keluarga, peranan masyarakat dan peranan kepolisian terhadap penyalahgunaan narkoba.
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b. Uji Signifikansi Korelasi Ganda Peranan Keluarga, Masvarakat Dan
Kcepolisian Terhadap Pencegahan Penvalahgunaan Narkoba
Uji signifkasi korelasi dilakukan melalui uji t dengan hantuan program SPSS versi

17.00 for windows sehagai berikut;

Tabel 4. 28 Anova® Peranan Keluarga, Masyarakat Dan Kepolisian Terhadap
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Sum of
Model Squartes df Mean Square F Sig.
Regression 1162.514 3 387.505) 82.150 000¢
Residual 600.313 140 4.717
Total 1822.826 143

a. Predictors: (Constant), Peranan Polisi, Peranan Keluarga, Peranan Masyarakat
b. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba

Berdasarkan perhitungan di atas, diperolch harga F hitung sehcsar 82,159 sedangkan
Fubel pada tingkat kepercayaan95% dengan dke(n-2})=-d42dipcroleh harga Fuse sebesar
3,84 Setelah diketahui harga F hitung dan F tabel temvata F hitung 82,159 > 3,84 F tabel
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat koretasi ganda positif yang
signifikan antara peranan keluargagperanan masyarakat dan peranan kcpolisian terhadap

penyalahgunaan narkoba.

c. Analisis Koefesien Determinasi

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi
variabel X1 dan variabel X2, X3 terhadap variabel Y yang berlaku untuk seluruh populasi
yang diteliti. Koefesien determinasi ini dihitung dengan menggunakan SPSS versi 17.0

Jor windows, sebagai berikut:
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Tabel 4. 29 Model Summary Peranan Keluarga, Masyarakat Dan Kepolisian
Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkeba

Change Statistics

R
Square| F Sig. F
Change|Changeldf1|df2 |Change
l 7998 638 630 2,172 638 82,159 3(140| .000f

a. Predictors: (Constant), Peranan Keluarga, Peranan Masyarakat, Peranan Kepolisian

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, dipcrolch hasil R Square sebesar
(0,638 atau 63,8%. Hal ini berarti bahwa peranan keluarga, masvarakat dan kepolisian
membenkan kontribusi sebesar 63,8% terhadap pencegahan narkoba, sedangkan sisanya

dipengaruhi faktor lain.

d. Analisis Regresi Ganda
Untuk mengetahui bentuk korelasi peranan keluarga, masyarakat dan kepolisian
terhadap pencepahan ‘narkeba_maka  dilakukan analisisregresi sederhana dengan

menggunakan program SPSS versidZ.00 for windows, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 30 Coefficients* Peranan Keluarpga, Masyarakat Dan Kepolisian
Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Standardize
Unstandardized d
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 1.653 1.944 850 000
Peranan Keluarga 267 039 A27 6.900 000
Peranan Masvarakat 124 065 422 1.901 000
Peranan Polisi 382 057 414 6.746 .000

a. Dependent Variable: Pencegahan Narkoba
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Tabel 4. 31 Cocfficients” Peranan Keluarga, Masyarakat Dan Kepolisian

Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Unstandardized Standardize
Coefflicients d
' Coefficients
B Sed. Error Beta
(Constant) 20,114 7,024 (Constant)
Kualitas Kehidupan 548 d10 347 Kualitas
Kerja Kehidupan
Kera

Pengembangan 424 109 272 Pengembangan
Keprofesian Keprofesian
Berkelanjutan Berkelanjutan

Dari hasil perhitungan di atas dipcroleh regresi arah regresi (b1) sebesar 0,267,

{b2) sebesar 0,124 dan {b3) sebesar 0,382 konstanta sebesar (a) 1,653. Maka dapat

digambarkan bentuk hubungan antara ketiga vanabel tersebut oleh pcrsamaan regresi

sebagai berikut:

Y =15653 + 0,267 X1 + 0, 124 X2.+0382X3

Hal ini dapat menjelaskan bahwa peningkatan satu unit Peranan Keluarga,

Peranan Masyarakat dan Peranan Kepolisian akan diikuti .dengan peningkatan nilai

pencegahan narkoba.
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C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penclitian bahwa terdapat hubungan positif antara peranan
keluarga dengan pencegahan narkoba. Aspek tertinggi dalam peranan keluarga terhadap
pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purwakarta adalah kriteria-kritcria
dalam keluarga schat dan bahagia yang terdapat pada penelitian Nick Stinnet dan John
De Frain (dalam Hidayat, 2013} studi dan penelitian yang berjudul “The National Study
on Family Strengths”. Dari_hasil penelitiannya terhadap keluarga-keluarga Amerika.
kedua sarjana tersebut mendapatkan rumusan untuk menjadi syarat suatu kcluarga yang
disebut keluarga bahagia dan sehat (happy and healthy family), yaitu pahing sedikit harus
terpenuhi beberapa kriteria, yaitu: 1. Mempunyai Landasan Agama Kehidupan beragama
(penghayatan dan pengamalannya) dalam rumah tangga sangat dianjurkan. Karena hanya
dalam agamalah terkandung nilai-nilai moral yang sifatnya abadi. 2. Selalu Bersama
Keluarga Dalam masyarakatmoderm; ikatan keluarga sering mudah longgar. Karcna
kesibukan, jarang mempunyai waktu untuk hersama. sehingga merupakan faktor yang
mendukung terjadinya kesenjangan, intara orangtua-dan anak. Olch karena itu sesibuk-
sibuk apapun, tetap luangkan waktu untuk keluarga. 3. Mempunyai Pola Komunikasi
yang Baik Komunikasi yang terjadi.sering kalisatu arab dan instruktit sifatnya. Bila
demikian halnya, maka kondisi demikian itu merupakan faktor yang mendukung bagi
terjadinya disfungsi/disbarmoni kelvarga. Maka komunikasi yang bersifat dua arah,
demokratis dan emosional (dengan perasaan) yang hangat antara orangtua dan anak-
anak, menyebabkan bila terjadi suatu masalah, cepat dapat ditanggapi dan diselesaikan.
4. Saling Menghargai Saling menghargai antara suami isteri, demikian juga pada anak-
anak, amatlah dianjurkan bagi hubungan yang baik antara sesama anggota keluarga.

Pemberian perbatian ataupun penghargaan dan support agar yang akan datang dapat lebih
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baik. 5. Adanya lkatan Kekeluargaan Keluargs harus merupakan suatu ikatan dinanus
yang memungkinkan para anggota kcluarga itu berkembang dan tumbuh. Oleh karena itu

keluarga scbagai suatu kelompok.

Scbuah keluarga yang sehat dan bahagia memiliki peran vang positif pada
pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa betapa
pentingnya membentuk keluarga schat dan bahagia, ini merupakan kewajiban dan
tanggung jawab para orangiua, unfuk pembinaan perkembangan jiwa anak yang
merupakan generasi perierus banpgsa. Perubahan-perubahan sosial schagai konsekucnsi
modernisasi sering kalt menyebabkan tah ikatan keluarga menjadi longgar. Apabila hal
ini tidak disadari dapat berakibat lebih jauh yang pada gilirannya dapat berakibat remaja
sebagai tidak mendapatkan nornma-norma dan terjerumus pada penyalahgunaan narkoba.

{Herdajani dan Rosalinda dalam Prosiding Seminar Nasional Parenting, 2013).

Untuk itu peranan keluarga terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di
Kahupaten Purwakartaradalah dalam penanaman ajaran.agama dalam keluarga dengan
keteladanan; kasih savang dalamikeluarpa (mehndungi, menjaga dan merawat); dan
penanaman disiplinoyang kuat tentang ibadah, menjalankan tugas-tugas pendidikan dan

menjaga nilai serta norma kesopanan.

Penelitian sebelumnya pun menyatakan hasil yang sama, dalam penelitian Peran
Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika D1 Yogyakarta Oleh
Emun Noviani (2009) menjelaskan bahwa peran keluarga dalam mencegah
penyalahgunaan narkotika menempatkan posisi orangtva sebagai guot;central control
quot; remaja untuk berpartisipasi aktif membimbing, mendidik, mengawasi dan

memberikan motivasi langsung kepada anak remaja agar terhindar dan penyalahgunaan
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narkotika. Kepala keluarga atau orang tua mcerupakan kontrol utama dalam keluarga

harus berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Peranan masyarakat mermliki pengaruh vang signifikan terhadap pencegahan
narkoba Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip kolaborasi atau kemitraan Suharyanto
dalam Subarsono (2016: 185-186), yaitu kclompok masyarakat tidak scdikit yang
memiliki potensi atas kemampuan yang dimiliki. Namun terhalang pada keterbatasan.
Pada penelitian ini dikctahui bahwa masyarakat bersedia dan ingin diberikan kesempatan
untuk turut scrta mencegah penyalahpgunam narkoba melalui berbagai kegiatan

sosialisasi.

Kerjasama antara institusi pemerintah dan masyarakat biasanya di dorong oleh
keyakinan untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan publik  dan  kegiatan
pemerintahan yang ' partisipatip, bertujuan memberdayakan  warga, atau  atas
pertimbangan ctik yang penting adalah keyakinan bahwa penyelengguara kegiatan
pemerintah dan pelayagampublik scharusnya menempatkanwarga dan pengguna layanan
scbagai subjek yang perlu dilibatkam secara akiit.dalam kescluruhan proses pelaksanaan

kagiatan terscbult.

Dalam kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat diperlukan adanya
tanggung jawab, dan visi bersama yang akan menghasilkan solusi atas permasalaban
yang sedang dibadapi. Ketika masyarakat ikut berperan dalam mencegah
penyalahgunaan narkoba, maka upaya pencegahan yang dilakukan akan lebih efektif dan
efisien karena masyarakat pun memiliki rasa tanggungjawab untuk mewujudkan

masyarakan yang bersih dari narkoba.
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Pemerintah dengan  segenap institusinya. lembaga swadaya masyarakat.
organisasi-organisasi dan masyarakat luas harus menyatu dalam satu gerakan vang
terencana, terarah, terpadu secara sistematis dan  berkelanjutan  menanggulangi
penyalahgunan Narkoba sampai tuntas (Panodiharja, 2004). Hal ini juga didukunyg oleh
permnyataan Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Sub-bidang Napza Kementerian
Keschatan Herbert Sidabutar mengatakan, Kementerian Kesehatan tengah melaksanakan
pendidikan keterampilan hidup (ife skill) di sekelah. Ini bertujuan untuk memberikan
penguatan mental kepada siswa dalam menghadapi pelbagai persoalan hidup, termasuk

jerat narkoba (Kompas.com, 2013).

Peranan kepelisian memiliki peran yang kuat terhadap pencegahan narkoba.
Kemitraan antara mstitusi pemerintah dipersepsikan memiliki tradisi dan nilai-nilai
efisicnst dan inovasi yang lebih baik. Adanya kemitraan antara pcmerintah dengan
kepolisian menjadi simbel untuk-menunjukkan-adanya upaya memperbaiki ctisicnsi
penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui kemitraan tersebut mercka berharap akan
dinilat positif oleh masyarakat:Hal in1 sgjalan dengan konsep vang dijclaskan Sink dalam
Dwiyanto (20112 253) kerjasama kelaboratif sebagai scbuah proses dimana organisasi-
organisasi yang memitiki suatu kepentingan tethadap suatu masalah tertentu berusaha
mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang

mereka tidak dapat mencapainya secara sendini-sendiri.

Fosler dalam Dwiyanto (2011:;254) menjelaskan konsep kolaborasi dengan
mengatakan bahwa kerjasama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama yang
intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan alignment dalam tujuan,
strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas. Kedua institusi yang pada dasamya memiliki

tujuan yang berbeda membangun visi bersama (shared vision) dan berusaha mewujudkan
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secara bersama-sama. Untuk itu mercka menyatukan atau setidaknya melakukan aliansi
sccara  vertikal mular  dari sasaran.  strategi  sampal  dengan  aktivitas  dalam
rangkamencapai tujuan hersama yang mereka yakin lebih bernilai dari tujuan yang

dimiliki elch masing-masing.

Shared vision menjadi dasar hagi masing-masing pihak dalam merumuskan
tujuan, strategi, alokasi sumber daya, dan aktivitas msing-masing sehingga kesemuanya
memiliki kontribusi terhadap terwujudnya shaired vision tersebut. Melalui kemitraan
memungkinkan kepolisian dapat untuk mengakses sumberdaya vang tersedia di institusi
pemerintah yang dapat digunakan untuk mengatasi sejuinlah pennasaiahan pencegahan
penyalahgunaan narkoba dengan tujnan bersama yaitu meneiptakan Indonesia yang

terbehas dart penyalahgunaan narkoba.

Hal ini juga scjalan dengan penciitian sebelumnya, yaitu Peran Kepolisian Serta
Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di Daerah
Instimewa Yogyakara'eleh Fram Raditya Yunanda (2014) Berdasarkan uruian dan
analisis dapat diperoleh upava yang.dilakukan efeh Polda DIY adalah upaya pre-emtif
dengan pembinaanvdan penyuluban” upaya preventif dengansmelakukan patrol dari
kepolisian scrta upaya represit denganspenangkapan dan penggelcdahan dalam rangka
pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalanggunaan dan peredaran gelap
narkotika. Adapun upaya yang dilakukan masyarakat adalah pembinaan dan penyuluhan
serta pendidikan dilingkungan keluarga, melakukan mencarian, memperoleh dan
memberikan informasi kepada penegak hukum, dan membangun kerjasama dengan

kepolisian serta BNN.
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Berdasarkan penjelasan terhadap hasil penclitian peranan keluarga, masyarakat
dan kepolisian berperan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten
Purwakarta. Sctiap clemen berkolaborasi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik.
kreatif, transformasional dan mendatangkan hasil yang bermanfaat. Scjalan dengan
konsep yang dijelaskan olch O’Flynn dan Wanna (2008), “collaborare is better, it is

creative, transformational and involves beneficial outcomes™. Collaborative governance

dalam upaya pencegahan peny aknal sebagai bersatunya institusi

publik dan pihak terkas alam proses pengambilan

kebijakan atau pro
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

I. Peran keluarga terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten
Purwakarta terbukti siginifikan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
kekuatan Kab. Purwakarta dalam peranan keluarga terhadap penyalahgunaan
narkoba yaitu (a) penanaman ajaran agama dalam keluarga dengan keteladanan
merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan
narkoba, (b) kasith sayang dalam keluarga {melmdungi, menjaga dan merawat)
merupakan hal yang sangat penting dalanianenecgah tegjadinya penyalahgunaan
narkoba dalam keluarga, (¢) penanaman disiplin yang kuat tentang ihadah, (d)
menjalankan tugas-tugas pendidikan dan menjaga nilai serta norma kesopanan
merupakan hal yang Tharus dilakukan oleh  keluarga dalam  meneegah
penyalahgunaan narkoba dan (¢) kepala keluarga mengetahui mengcnai bahaya
penyalahgunaannarkeba.

2. Peran masyarakat tcrhadap. pencegahan penyalahgunain narkoba di kabupaten
Purwakarta terbukti siginifikan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
kekuatan Kab. Purwakarta dalam peranan keluarga terhadap penyalahgunaan
narkoba yaitu, (a) masyarakat diberikan kesempatan untuk turut serta dalam
mencegah penyalahgunaan narkoba melalui herbagai kegiatan sostalisasi, (b) adanya
kegiatan positif pada organisasi kepemudaan sangat penting untuk mencegah
penyalahgunaan narkoba, (¢} upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
masyarakat memerlukan norma aturan yang kuat dan (d) tingkah laku pemuka

masyarakat turut mempengaruhi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
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3. Peran kepolisian terhadap penccgahan penyalahgunaan narkoba di kabupaten
Purwakarta terbukti secara siginifikan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
tindakan kcpolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba vaitu. (a)
melakukan penangkapan pada bandar narkoba. (b) melakukan penangkapan pada
pengedar narkoba, dan (¢) melakukan penyidikan terhadap kasus narkoba dengan
benar.

4. Secara keseluruhan keluarga, masyarakat. dan. kepolisian sccara bersama-sama
berperan terhadap dlpaya  pencegahan  penyalahgunaan narkoba di kabupaten
Purwakarta sccara signifikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran -saran dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahw bahwa peran keluarga masyarakat dan
kepolisian berpengaruh ™ terhadap penyalahgunaan narkoba sehingga perlu
ditingkatkan terus berbagai bentuk kerjasama antara pihak-pihak tersebut guna
mengoptimalkanupaya penanggulanganstersebut._Upaya yang dilakukan antara
lain kegiatan penvuluhan vang intensif dengan melibatkan masyarakat baik
relawan maupun anggota keluarga, pelatihan-pelatihan bapi keluarga agar dapat
mencegah sceara dini bahaya narkoba di lingkungan keluarganya, meningkatkan
peran kepala keluarga yang juga dibina oleh Kepolisian.

2. Meclibatkan masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat /LSM) maupun sekolah
dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba melaluai kegiatan-kegiatan
positif yang dapat menjadi alternatif bagi kegiatan penyuluhan yang bervariatif,

yaitu dengan membuat kegiatan keagamaan, kegiatan olah raga dan
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pengembangan  bakat, dan sosialisasi  langsung dengan mendatangkan
narasumber dan pihak vang berwenang.

. Dibentuknya tastlitator yang baik juga disarankan agar masyarakat mcngetahut
dengan benar peran fasilitator untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan
narkoba. Pencegahan ini juga dapat dilakukan dengan adanya peran koordinator

dari masyarakat dan pemenntah dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan

narkoba.
. Untuk penelitiai ian terhadap peran sekolah
rets O SRR <ive o

I)cnanggum_ -
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LAMPIRAN 1

KUESIONER :
PERANAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN KEPOLISIAN TERHADAP
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA D! KABUPATEN PURWAKARTA

A. Pengantar
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Responden

Kuesioner ini berupaya untuk mengungkapkan peranan. keluarga, masyarakat dan
kepolisian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkgba di Kabupaten Purwakarta.
Kuesioner ini terdiri dari dua bagian, yaitu identitas responden dan kuesioner inti.
Sehubungan dengan maksud di atas, saya sangat mengharapkan bantuan Bapak/ibu
untuk bersedia mengisi kuesioner int sesuai dengan kendisi yang dirasakan. Kuesioner
ini merupakan bagian dari penelitian untuk menyelesaitkan studi S2 di Universitas
Terbuka, sehingga hasil penelitian ini semata-mata hanya dipergunakan untuk
kepentingan studi.

Atas perhatian dan partisipasiBapakilbu saya ucapkanterimakasih.

Hormat Saya,

Peneliti

B. Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah setiap pernyataan pada setiap item dengan teliti dan hati-hati.

2. Berikan tanda silang {X) pada salah satu kolom alternatif respon sesuai dengan
yang Bapak/ Ibu alami dan rasakan terhadap peranan keluarga, masyarakat dan
kepolisian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten
Purwakarta.

3. Keterangan TS=Tidak Setuju KS=Kurang Setuju  S=Setuju 55=Sangat
Setuju
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I Identitas Responden

Nama Responden

Desa/Kelurahan Tempat Tinggal

Pekerjaan

u PNS 1 Pegawai Swasta u Wiraswasta v Pelajar 11 Mahasiswa
u Petani 1 Seniman C Pedagang o Lainnya

Usia

o < 20 Tabun 1 31-35 Tahun

Pendidikan Terakhi

u SD n SM

Penghasilan/bulan:
o < Rp. 1.000.000
o Rp. 3.800.000-5.000.0

00,00 o Rp. 2.600.000-3.500.000

Jumlah Anggota Keluz

o < 5orang

Jumlah Anak dalam satu Keluarga:

o < 5orang o 6-10 orang o > 10 orang

Rentang usia anak
g < 10 Tahun o 11 -15Tahun o 16-20 Tahun o 21-25 Tahun
o 26-30 Tahun o 31-35 Tahun o 36-40 Tahun o > 40 Tahun
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Kuesioner

12.

13.

14,

15,

17.

18.

19.

20.

Peran Keluarga

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, menurut pendapat saya
Keluarga sebagaij tempat pertama dalam mendapatkan pendidikan tentang
bahaya narkoba

u Tidak Setuju o Kurang Setuju = Setuju 1 Sangat Setuju

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, keluarga sebagai tempat perlama
yang sangat berperan dalam mencegah anggota keluarga terlibat dalam
kasus tersebut.

L Tidak Setuju .« 1 Kurang Setuju 0 Setuju (- Sangat Setuju

Sebagai kepala keluarga, saya mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba

o Tidak Setuju o Kurang Setuju 11 Setuju C Sangat Setuju

Sebagai kepala keluarga, saya mengetahut cara penyebaran narkoba

m Tidak Setuju rr Kurang Setuju 0 Setuju o Sangat Setuju

. Dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, menurut pendapat saya

seharusnya keluarga dapat memberikan informasi awal tentang bahaya
penggunaan narkoba sejak.awal

o Tidak Setuju o Kurang Setuju ri Setuju - Sangat Setuju

Dalam upaya pencegahan penyalahgupnaan narkoba, menurut pendapat saya
kepala keluargaforang.tua dapat menyampaikan bahaya penyalahgunaan
narkoba.

r Tidak Settjomg, o Kurang Setuju o Setuju i1 Sangat Setuju

Sebagai  kepala keluarga, saya menjelaskan tentang bahaya
penyalahgunaan narkoba kepada anggota keluarga:

o Tidak Setuju  u Kurang Setuju o Setuju C Sangat Setuju

Menurut pendapat saya, kasih sayang dalam keluarga (melindungi, menjaga
dan merawat} merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah
terjadinya penyalahgunaan narkoba dalam keluarga..

o Tidak Setuju 0 Kurang Setuju o Setuju o Sangat Setuju

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, saya berpendapat
bahwa rasa saling menghormati di dalam keluarga {patuh kepada orang tua,
menghargai anggota keluarga yang lain)merupakan hal yang penting:

o Tidak Setuju o Kurang Setuju o Setuju o Sangat Setuju
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21

22.

23.

24

25.

26.

27.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, saya berpendapat
bahwa adanya peraturan yang ketat dalam keluarga khususnya terkait tata
krama dan kesopanan merupakan hal yang sangat penting.

o Tidak Setuju 1 Kurang Setuju r Setuju c Sangat Setuju

Adanya kesamaan pendapat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba
dalam keluarga merupakan hal yang penting dalam mencegah terjadinya
penyalahgunaan narkoba:.

o Tidak Setuju 1 Kurang Setuju 11 Setuju o Sangat Setuju

Saya percaya bahwa penyalahgunaan narkoba dapat dicegah apabila ada
rasa saling percaya diantara anggota keluarga.

n Tidak Setujus’ 1 Kurang Setuju 1 Setuju <1 Sangat Setuju

Penanaman/ajaran agama dalam keluarga dengan keieladanan merupakan
hal yang /sangat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan
narkoba..

o Tidak Setuju r Kurang Setuju n Setuju 1 Sangat Setuju

Sebagai kepala keluarga, saya mengeiahui tentang cara mendampingi
{memberi ‘informasi, mengawasi pergaulan) anak untuk mencegah
penyalahgunaan narkoba

o Tidak Setuju 1 Kurang Setuju b Setuju o Sangat Setuju

Pengawasan orang. iua vyang baik {(memantau. perkembangan anak,
memantau/pergaulan anakjpmerupakan hal yang harus dilakukan jika ingin
mencegah.terjadinya penyalahgunaamnarkoba.

0 TidakeSetuju  n Kurang Setuju - Setuju o Sangat Setuju

Penanaman disiplin yang. kuat tentang ibadah, menjalankan tugas-tugas
pendidikan dan menjaga nilai serta norma kesopanan merupakan hal yang
harus dilakukan oleh keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

a Tidak Setuju i Kurang Sefuju r Setuju 0 Sangat Setuju
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b.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

Peran Masyarakat

Tingkah laku pemuka masyarakat turut mempengaruhi upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba.

o Tidak Setuju 11 Kurang Setuju . Setuju L Sangat Setuju

Adanya organisasi kemasyarakatan di tingkungan tempat tinggal merupakan
sarana yang penting untuk mencegah penyalahgunaan narkcba.

r Tidak Setuju 1 Kurang Setuju = Setuju o Sangat Setuju

Adanya kegiatan positif pada organisasi kepemudaan sangat penting untuk
mencegah penyalahgunaan narkoba

o Tidak Setujw’ o Kurang Setuju rr Setuju C Sangat Setuju

Teman sebaya dalam lingkungan tempat tinggal merupakan kelompok yang
sangat berpengarub dalam terjadinya penyalahgunaan narkoba .

o Tidak Setuju o Kurang Setuju 1 Setuju o Sangat Setuju

Saya befpendapat bahwa seharusnya masyarakat diberikan kesempatan
untuk turut serta mencegah penyalahgunaan narkoba melalui berbagai
kegiatan sosialisasi.

u Tidak Setuju o Kurang Setuju 1 Setuju 0 Sangat Setuju

Saya yakin, bahwa dalam upaya pencegaban penyalahgunaan narkoba
Masyarakat memerlukan norma aturan yang kuat.

ri Tidak Setuju—.. 0 Kurang Setuju M Setuju o Sangat Setuju

Adanya kesempalan kerja yang luasbagi masyarakatmerupakan hal penting
dalam/upaya pencegahangpenyalahgunaan narkoba

0 Tidak Setuju 0 Kurang Setuju FSetuju U Sangat Setuju

Menurut pengamatan saya bahwa dalam upaya pencegaban
penyalahgunaan narkoba diperlukan pemberdayaan LSM.

o Tidak Setuju o Kurang Setuju 3 Setuju o Sangat Setuju

Masyarakat saat ini sudah berperan sebagai fasilitator dalam mencegah
terjadinya penyalahgunaan narkoba:

o Tidak Setuju o Kurang Setuju o Setuju o Sangat Setuju
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C.

Peran Kepolisian
37. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
peran kepoiisian adalah dalam hal membina dan memberikan penyuluhan
kepada masyarakat.

~ Tidak Setuju ¢ Kurang Setuju 1 Setuju u Sangat Setuju

38. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
peran kepolisian adatah dengan melakukan patrol/operasi rutin.

1 Tidak Setuju o Kurang Setuju r Setuju o Sangat Setuju

39. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
peran kepolisian adalah dengan melakukan penangkapan pada bandar
narkoba

u Tidak Setyju c_Kurang Setuju L Setuiju 11 Sangat Setuju

40. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
peran kepolisian adalah dengan melakukan penangkapan pada pengedar
narkoba

u Tidak Setuju o Kurang Setuju 11 Setuju o Sangat Setuju

41. Saya percaya bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
peran kepolisian adalah dengan melakukan penangkapan pada pengguna
narkoba

n Tidak Setuju g Kurang Setuju 1 Setuju o Sangat Setuju

42, Saya percaya bahwa.dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
peran kepolisian adalah dengan melakukan-penggeledahan dan penyitaan
narkoba

o Tidak Setuju o Kurang Satuju o Setuju & Sangat Setuju

43. Saya percaya bahwa dalam_upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
peran kepolisian adalah dengan melakukan penyidikan terhadap kasus
narkoba dengan benar.

o Tidak Setuju o Kurang Setuju c Setuju u Sangat Setuju

Pencegahan Narkoba
44 Dengan adanya penyuluhan yang intensif dari organisasi kemasyarakatan

saat ini tingkat pencegahan narkoba semakin baik.

o Tidak Setuju o Kurang Setuju o Setuju o Sangat Setuju
45. Dengan adanya peran keluarga tingkat kesadaran tentang bahaya narkoba

semakin baik

o Tidak Setuju o Kurang Setuju o Setuju o Sangat Setuju
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48.

47.

48,

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Dengan adanya penyuluhan yang intensif dari kepolisian, saat ini tingkat
pencegahan narkoba semakin baik.

r: Tidak Setuju o1 Kurang Setuju ©. Setuju o Sangat Setuju
Dengan adanya kepedulian yang tinggi dari masyarakat, saat ini upaya
pencegahan narkaba semakin berhasil

L Tidak Setuju o Kurang Setuju 0 Setuju -1 Sangat Setuju
Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari berbagai pihak,
menurut pengamatan saya saat ini masyarakat semakin waspada terhadap
bahaya penyalahgunaan narkoba.

0 Tidak Setuju @ Kurang Setuju duSetuju L Sangat Setuju
Penyuluhan tentang hidup sehat dari aparat pemerintah sudah berhasil
mencegah lerjadinya penyalahgunaan narkoba.

11 Tidak Setuju o Kurang Setuju o Setuju (1 Sangat Setuju
Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, menurut pengamatan
saya diperlukan peran fasilitator.

o Tidak Setuju™ o Kurang Setdju g Setuju L Sangat Setuju
Menurut * pengamatan saya @ bahwa dalam upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba diperlukan peran koordinator dari masyarakat

o Tidak Setujo’ o Kurang Setuju L Setuju o Sangat Setuju
Menurut pengamatan saya bahwa dalam upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba diperlukan perankoordinator dan pemerintah

n Tidak Setuju T Kusang Setuju I-Setuju 1 Sangat Setuju
Menurut pengamatan. saya bahwa dalam upaya pencegahan
penyalahgunaamnarkoba diperiukan peran koerdinator dari kepolisian

o Tidak Setuju o Kurang.Setuju o Setuju 11 Sangat Setuju
Menurut pengamatan saya bahwa dalam upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba diperlukan terbina kondisi yang baik antara instansi
terkait dengan masyarakat akan bahaya narkoba.

Tidak Setuju o Kurang Setuju 0 Setuju
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LAMPIRAN 2

KUESIONER A (PERANAN KELUARGA)
1. UJIVALIDITAS

Iterm-Total Statistics

Scale Corrected | Cronbach's | R Tabel Keputusan

Scale Mean if} Variance if | ltern-Total |Alpha if ltem

Item Deleted | ltem Deleted | Correlation Deleted
ITEM_1 100.53 72.947 178 734 .361)  Tidak Valid
ITEM_ 2 100.30 69.321 760 713 361 Valid
ITEM_3 100.20 70.855 532 721 .361 Valid
ITEM_4 101.10 81.748 -.442 473 361 Tidak valid
ITEM_5 100.40 £9.834 657 716 1361 Valid
ITEM_6 100.37 70.861 512 721 .361 Valid
ITEM_7 100.33 71.816 .454 725 .361 Valid
ITEM_8 100.27 69.995 656 716 361 Valid
ITEM_9 100.30 69.666 715 715 361 Valid
ITEM_10 100.30 69.183 602 714 .361 valid
ITEM_11 100.37 71.275 548 722 361 Valid
ITEM_12 100.47 71,430 631 722 .361 Valid
ITEM_13 100.27 69.582 618 715 .361 Valid
tTEM_14 100.50 70421 730 _?16H 361 Valid
ITEM_15 100.27 70.133 639 A7 .361 Valid
ITEM_16 100.30 69,390 151 713 361 Valid

Untuk membandingkan valid atau tidak valid vaitu apabila corrected item > r tabel , 1

tabelnya dilihat dan n= 30 yaitu 0. 361 maka item valid dari data di atas variable X1

(peranan keluarga) yaitu 14 item valid dan 2 item tidak valid.

2. UJIRELIABILITAS

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of items

736

16
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Untuk melihat reliabifitas bisa disandingkan antara cronbach's alpha dengan r tabel =
0,736 = 0,361 maka variabel x1 (peranan kcluarga) datanya reliabel.

KUESIONER B {PERANAN MASYARAKAT)

1. UIIVALIDITAS

item-Total Statistics

Scale Corrected R Tabel | Keputusan

Scale Mean if | Varianceit | tem-Total | Cronbach's Alpha if

Item Deleted | Item Deleted { Correlation item Deleted
ITEM_1 55.10 29.596 589 722 .361
ITEM 2 55.10 30.025 483 28 361
ITEM_3 55.00 29.857 431 ,?2BI 361
ITEM_4 54,97 28.749 1641 713 361
ITEM 5 54.90 28.239 710 707 .361
ITEM 6 54.86 29.652 A4 .?26+ 361
TEM_7 5493 28.067 762 704 361
ITEM 8 5548 27.830 352 727 .361
ITEM_9 55.00 28.429 .544 714 361

Untuk membandingkan valid atau tidak valid yaitu apabila corrected item > r tabel | r
tabelnya dilihat dari n= 30 yaitu'0, 361 maka item valid dari data di atas variable X2

{peranan masyarakai).yaitu 8 itemivalid dan 1 itemtidak valid.
2. UJIRELIABILITAS

Reliahility Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

41 9

Untuk melihat reliabilitas bisa disandingkan antara cronbach's alpha dengan r tabel =
0,741 > 0,361 maka variabel X2 (peranan masyarakat) datanya reliabel.
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LAMPIRAN 3

KUESIONER C (PERANAN KEPOLISIAN)

1.

UIT VALIDITAS

Item-Total Statistics

Corrected Cronbach's R Tabel Keputusan

Scale Mean iff Scale Variance | Item-Total Alpha if item

ltem Deleted | if ltem Deleted | Correlation Deleted
ITEM 1 46.10 26.093 758 758 .361 Valid
ITEM_2 46.00 25.793 13 57 .361 Yalid
ITEM_3 45.93 26.202 746 .?60* .361 Valid
ITEM 4 45.87 26.533 J07 764 .361 Valid
ITEM_5 45.97 26.516 672 765 .361 Valid
ITEM_6 46.00 25.862 .802 155 .361 Valid
ITEM_7 46.10 26.369 702 763] .361 Valid

Untuk membandingkan valid atau tidak valid yaitu apabita corrected item > r tabel | r

tabelnya dilihat dari n="30 yaitu 0, 361 maka item valid dari data di atas variable X3

{peranan kepalisian) yaitu 7 item valid dan 0 item tidak valid.

2. UNRELIABILITAS

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of ltems

.788

7

Untuk melihat reliabilitas bisa disandingkan antara cronbach's alpha dengan r tabel =
0,788 > 0,361 maka variabel X3 {peranan kepolisian} datanya reliabel.
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LAMPIRAN 4

KUESIONER D (PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA)
1. UJIIVALIDITAS

Item-Total Statistics

Corrected R Tabel Keputusan
ltem-Totai|.Cronbach's
Scale Mean if |Scale Variance if| Correlatio |Alpha if-ltem
Item Deleted ltem Deleted n Deleted
ITEM_1 70.40 63.490 479 753 361
ITEM 2 70.27 64.340 514 755 361
ITEM 3 70.2¢ ©1.995 645 745 .361
ITEM 4 70.27 62.685 739 7486 .381
ITEM_5S 70.17 62.626 707 .746] .361
ITEM 6 70.23 64.323 .504 755 361
ITEM_7 70.30 62.424 610 q47 361
ITEM 8 70.33 60.437 772 {36 361
ITEM 9 70.27 61.237 817 739 .361
ITEM_10 7023 62:116 798 743 361
ITEM_ 11 20.07 62:823 677 748 361 _

Untuk membandingkan valid atau tidak valid yaitu.apabila corrected item > r tabel |, v
tabelnya dilihat dari n= 30 yaitu 0, 3617 'maka item valid dari data di atas variable Y

(pencegahan penyalahgunaan narkoba} yaitu 11 item valid dan 0 item tidak valid.

2. UJI RELIABILITAS
Reliability Statistics

Cronbach’s
Alpha N of ltems

766 11

Untuk melihat reliabilitas bisa disandingkan antara cronbach’s alpha dengan r tabel =
0,766 > 0,361 maka variabel (pencegahan penyalahgunaan narkoba) datanya reliabel.
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LAMPIRAN 5

5. PENGARUH PERANAN KELUARGA TERHADAP PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA D! KABUPATEN PURWAKARTA

e. Karelasi
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi
Interval Koefisien “ ﬁngkat Hubungan
.0,00-0,199 | Sangat Rendéh
0,20 - 0,399- . Rendah "
0,40/~ 0,599 - Sedang
0,600,799 Kuat
0,800—-1.,0.00 Sangat Kuat

Correlations

PERANAN PENCEGAHAN

KELUARGA NARKQOBA
Pearson, Correlation 1 681"
Sig. {2%tailed) 000
N 144 144
Pearson Correlation 6817 1
Sig. {2-tailed} .000
N 144 144

**. Correlaticn is significant at the 0.01 leve! (2-tailed).

Pada hasil uji korelasi di atas, ditemukan korelasi antara Peranan Keluarga terhadap
Pencegahan Narkoba sebesar 0,681 dengan tingkat signifikasi p= 0,000 <, a = 0,05
kemudian Jika dibandingkan dengan nilai riser sSebesar 0,159 diperaleh berdasarkan jumlah
N = 144, maka nilai rnzng 0,681 lebih besar daripada reper (0,681 > 0,159). Kesimpulannya
terdapat hubungan antara Peranan Keluarga dengan Pencegahan Narkoba berada pada

tingkat kuat dan berharga positif.
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f.  Uji Signifikansi Korelasi

Uji signifkasi kerelasi dilakukan melalui uji t dengan bantuan program SPSS versi

17.00 for windows sebagai berikut:

Coefficients®

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
{Constant) 6.700 1.990 3.367 .000
PERANAN KELUARGA 425 .038 681 11.067 .000

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA

Berdasarkan itabel di atas, diperoleh twwng Sebesar 11,067 sedangkan pada taraf

signifikansi 0,05 dengan dk {144-2) = 142 diperoleh angka sebesar 1,645, Ternyata thiwng 11,067

> tiabet 1,645. Dengan demikian terdapat korelasi positif dan signifikan antara peranan keluarga

dengan pencegahan narkoba.

g. Analisis Koefesien Determinasi

Analisis determinandimaksudkan untuk mengetahuiseberapa besar kontribusi variable

X1 terhadap variabel Y yang berlaku untuk seluruh populasiyang diteliti. Koefesien determinasi

ini dihitung dengan menggunakan 5PSS versi 17.0 for windows, sebagai berikut:

Model Summary

Change Statistics

R Square
Change

F Change

df1

df2

Sig. F Change

1 4632

122.475

142

000]

a. Predictors; (Constant), PERANAN KELUARGA
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Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh hasil R Square sebesar
(0,463 atau 46,3 % . Hal ini berarti bahwa peranan keluarga memberikan kontribusi sebesar

46,3% terhadap pencegahan narkoba sedangkan sisanya dipengaruhi faktor fain.

h. Analisis Regresi
Untuk mengetahui bentuk korelasi peranan keluarga terhadap pencegahan narkoba
maka dilakukan analisis regresi sedérhana dengan menggunakan program SPSS versi 17.00 for

windows, dengan hasil sebagai berikut ;

Coefficients?

Standardized
Unstandardized Coefficients] Coefficients

B Std-Error Beta
{Constant) 6.700 1.980 3.267 001
PERANAN KELUARGA A25 038 681 11.067 .000

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA

Dari hasil perhitungan diatas diperoteh regresi‘arah regresi (b) sebesar 0,425dan
konstanta sebesar 6,700, Maka dapat digambarkan bentuk-huburgan antara kedua variabel

tersebut oleh persamaan regresi
Y =6,700 + 0,425 X1

Setelah mengetahui keterkaitan antara peranan keluarga dengan pencegahan narkoba,
selanjutnya dilakukan penguijian signifikansi korelasi dengan menggunakan uji F. Uji signifikansi

ini untuk menetukan apakah peranan keluarga signifikan terhadap pencegahan narkoba.
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ANOVAP

Model Sum of Squares di Mean Square F Sig.
Regression 844129 1 844,129 122.475 0002
Residual 978.698 142 6.892
Total 1822.826 143

a. Predictors: (Constanl), PERANAN KELUARGA

b. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA

Berdasarkan perhitungan-di atas, diperoleh harga F.hitung sebesar 122,475 sedangkan

F tabel pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk (n-2) = 142 digeroleh harga F tabel sebesar

3,84 Setelah diketahui harga Friwng dan Fape| ternyata Fhiung 122,475 >3,84

Fraber Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari peranan keluarga

terhadap pencegabannarkoba:

128



LAMPIRAN 6

6. PENGARUH PERANAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA D! KABUPATENPURWAKARTA

e. Korelasi

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

o interval Koefisien ) Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199 Sangat Rendah |
0,20 - 3,389 - Rendah
0,40—-0,599 N Sedang
0,60-0,799 - Kuat _
(0,800-1,000 _ Sa.r:;.gat Kuat

Correlations

PERANAN PENCEGAHAN
MASYARAKAT NARKOBA

Pearson Carrelatian 1 563"
Sig. (2-tailed) .000)
N 144 144
Pearson Cofrelation 5637 1
Sig. (2-tailed) 000

N 144 144

**, Correlation is significant at the 0.01 level {2-tailed).

Pada hasil uji korelasi di atas, ditemukan korelasi antara Peranan Keluarga terhadap
Pencegahan Narkoba sebesar 0,563 dengan tingkat signifikasi p= 0,000 <, a = 0,05
kemudian Jika dibandingkan dengan nilai rqse sSebesar 0,159 diperoleh berdasarkan jumiah

N = 144, maka nilai rueung 0,563 lebih besar daripada rigse (0,563 > 0,158). Kesimpulannya
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Uji Signifikansi Korelasi

tingkat kuat dan berharga positif.

terdapat hubungan antara Peranan Masyarakat dengan Pencegahan Narkoba berada pada

Uji signifkasi korelasi dilakukan melalui uji t dengan bantuan program SPSS versi

17.00 for windows sebagai berikut:

Coefficients?

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
B Std. Emor Beta
{Constant) 15.007 1.691 8.872 000
PERANAN 571 070 563 8.117 000
MASYARAKAT

a. Dependent Variablet PENCEGAHAN NARKOBA

Berdasarkan tabel di-atas; dipeioleh thwng-sebesai- 8,117 sedangkan pada taraf

masyarakat dengan pencegahan narkoba.

Analisis Koefesien Determinasi

signifikansi 0,05 dengan dk (144-2) = 142 diperoleh angka sebesar 1,645. Ternyata thiwng 8,117

> tube 1,645. Dengan ‘demikian,terdapat korelasi paositif "dan signifikan antara peranan

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variable

Model Summary

ini dihitung dengan menggunakan $PSS versi 17.0 for windows, sebagai berikut:

X1 terhadap variabel Y yang beriaku untuk seluruh populasi yang diteliti. Koefesien determinasi

Change Statistics

R Square
Change |F Change| df1 df2 Sig. F Change
1 317 312 2.961 317 65.888 1 142 .000}

a. Predictors: (Constant), PERANAN MASYARAKAT
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Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh hasil R Square sebesar
0,317 atau 31,7 % . Hal ini berarti bahwa peranan masyarakat memberikan kontribusi sebesar

31,7% terhadap pencegahan narkoba sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain.

h. Analisis Regresi

Untuk mengetahui bentuk korelasi peranan masyarakat terhadap pencegahan narkoba
maka dilakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 17.00 for

windows, dengan hasil sebagai berikut :

Coefficients?

Standardized
Unstandardized Coefficients Caefficients
B Std. Emor Beta
{Constant) 15.007 1.691 8872 .000|
PERANAN MASYARAKAT 571 070 563 8.117] .000

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh regresi arah regresi (b) sebesar 0,571 dan
konstanta sebesar 15.007. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel

tersebut oleh persamaan.regresi
¥i=.15007 +0 574%7

Setelah mengetahui keterkaitan' antara péranan masyarakat dengan pencegahan
narkoba, selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi korelasi dengan menggunakan uji F. Uji
signifikansi ini untuk menetukan apakah peranan masyarakat signifikan terhadap pencegahan

narkoba.
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ANOVAP

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 577729 1 577.729 65.888 .0og?
Residual 1245.097 142 8.768
Total 1822 826 143

a. Predictors: (Constant}, PERANAN MASYARAKAT

h. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA

Berdasarkan perhitungan di atas, dipercleh harga F hitung sebesar 65,888 sedangkan F

tabel pada tingkat ke percayaan 95% dengan dk (n-2) = 142 dipercleh harga F tabel sebesar 3,84

Setelah diketahui harga Fritung dan Favel ternyata Friwung 122,475 > 3,84 F..,., Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwaterdapat pengaruhyangsignifikandariperanan masyarakat terhadap

pencegahan narkoba,
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LAMPIRAN 7

7. PENGARUH PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATENPURWAKARTA

e. Karelasi

Pedoman Interpretasi Keefisien Korelasi

interval Koefisien

0,00-0,199

Tingkat Hubungan

Sangat Rendah
0,20 - 0,399 - ik --éé-r-]d-ah T
0,40 +0,599 -
o i Kuat
0,800-1,000 _. Sangat Kuat

Correjations

PERANAN PENCEGAHAN
POLISI NARKOBA

Pearson Correlation 1 672"
Sig. (2-tailed) .0Q0
N 144 144
Pearson Cerrelation 872" 1
Sig. (2-tailed) 000

N 144 144

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-taiied}.

Pada hasil uji korelasi di atas, ditemukan korelasi antara Peranan Kepolisian terhadap

Pencegahan Narkoba sebesar 0,672 dengan tingkat signifikasi p= 0,000 <, a = 0,05

kemudian Jika dibandingkan dengan nilai r:aper Sebesar 0,159 diperoleh berdasarkan jumlah

N = 144, maka nilai ruwung 0,672 lebih besar daripada rieper (0,672 > 0,159). Kesimpulannya
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terdapat hubungan antara Peranan Masyarakat dengan Pencegahan Narkoba berada pada

tingkat kuat dan berharga positif.

f. Uji Signifikansi Korelasi
Uji signifkasi korelasi dilakukan melalui uji t dengan bantuan program SPSS versi
17.00 for windows sebagai berikut:
Coefficients”
Standardized
Unstandardized Coeflicients Coefficients
B Std. Error Beta
{Constant} 6.619 2.046 3.235 .00z
PERANAN .B21 057 672 10.801 060
KEPQOLISIAN

a. Dependent VarablesPENCEGAHAN NARK OBA

Berdasarkan iabel disatas; dipereleh tnwrg sebesar 10,801 sedangkan pada taraf

signifikansi 0,05 dengan dk {144-2) = 142 dipercleh angka sebesar 1,645. Ternyata thiug 10,801

> traner 1,645, Dengan demikianterdapat korelasi positif dansignifikan antara peranan Kepelisian

dengan pencegahan narkoba.

E-

Analisis Koefesien Determinasi

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetanui seberapa besar kontribusi variable

X1 terhadap variabel Y yang berlaku untuk seluruh populasi yang diteliti. Koefesien determinasi

ini dihitung dengan menggunakan 5PS5 versi 17.0 for windows, sebagai berikut:

Model Summary

Change Statistics
R Square Sig. F
Change {F Change| df1 df2 Change
1 A51 447 2.655 4511  116.667 1 142 .000“

a. Predictors; (Constant), PERANAN KEPOLISIAN
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Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh hasil R Square sebesar
0,451 atau 45,1 % . Hal ini berarti bahwa peranan Kepolisian memberikan kontribusi sebesar

45,1% terhadap pencegahan narkoba sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain.

h. Analisis Regresi

Untuk mengetahui bentuk korelasi peranan masyarakat terhadap pencegahan narkoba
maka dilakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 17.00 for

windows, dengan hasil sebagai berikut :

Coefficients?

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
B 5td. Error Beta
{Constant) 6.619 2.046 3.235 002
PERANAN 621 057 6721 10.801 .OOOF
KEPOLISIAN

a. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA,

Dari hasil perhitungan di-atas dipercleh regresi_arah regresi (b) sebesar 0,621 dan
konstanta sebesar 6,619 Maka.dapat digambarkan bentuk-bubungan antara kedua variabel

tersebut oleh persamaan:regresi
Y = 6,619 +0,621 X1

Setelah mengetahui keterkaitan antara peranan kepolisian dengan pencegahan
narkoba, selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi korelasi dengan menggunakan uji F. Uji
signifikansi ini untuk menetukan apakah peranan kepolisian signifikan terhadap pencegahan

narkoba.
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ANOVAP

Model| Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression B22.153 1 B822.153 116.667 .000?
Residual 1000.674 142 7.047
Total 1822.826 143

a. Predictors: (Constant), PERANAN KEPOLISIAN

b. Dependent Variable;: PENCEGAHAN NARKGBA

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga F hitung sebesar 116,667 sedangkan

F tabel pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk (n-2) = 142 diperoleh harga F tabel sebesar

3,84 Setelah diketahui/barga Fraung dan Fiaer ternyata Fhiune 116,667 > 3,84 Fipa

Dengan

demikian, dapat disimpuikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari peranan kepolisian

terhadap pencegahan narkoba.
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LAMPIRAN 8

8. PENGARUH PERANAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN KEPOLISIAN
TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI
KABUPATENPURWAKARTA

€. Analisis Koefesien Korelasi Ganda

Analisis koefesien ganda dimaksudkan untuk mengetahui derajat keterkaitan atau
hubungan antara peranan keluarga, masyarakat dan kepolisian berkefanjutan (secara bersama-
sama/simuitan) terhadap peneegahan penyalahgunaan 'parkoba . untuk uji korelasi ini

menggunakan rumus korelasi ganda.

Model Summary

Change Statistics

R Square Sig. F
Change F Change | df1 | df2 | Change

1 .799 638 630 2.172 638 82.15% 3| 140 000)

a

a. Predictors: {Constant}, PERANAN KELUARGA, PERANAN MASYARAKAT, PERANAN KEPOLISIAN

Daritabel diatas diketahui hasilkorelasi (R )J.sebesar 0,799 yang berarti bahwa terdapat
koralasi ganda yang positif dari PERANAN KELUARGATPERANAN MASYARAKAT DAN PERANAN
KEPOLISIAN terhadap PENYALAHGUNAAN NARKOBA_ Berdasarkan kriteria harga koefesien
korelasi rhiung 0,799 menunjukkan tingkat hubungan KUAT. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa terdapat korelasi ganda positif yang sedang antara PERANAN KELUARGA, PERANAN
MASYARAKAT DAN PERANAN KEPOLISIAN terhadap PENYALAHGUNAAN NARKOBA
f. Uji Signifikansi Korelasi Ganda

Uji signifkasi korelasi dilakukan melalui uji t dengan bantuan program SPS$ versi 17.00

for windows sebagai berikut :
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ANOVAP

IModeI Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 1162.514 3 387.505 82.159 0002
Residual 660.313 140 4717
Total 1822.826 143

a. Predictors: (Constant), PERANAN FOLISI, PERANAN KELUARGA, PERANAN MASYARAKAT
b. Dependent Variable: PENCEGAHAN NARKOBA

Berdasarkan perhitungan'di atas, diperoleh hargast hitung sebesar 82,159 sedangkan
Fiabet Pada tingkat kepercayaan 95% dengan dk {n-2) = 142 dipéroleh harga Fiae sebesar 3,84
Setelah diketahui harga F hitung dan F tabel ternyata F hitung 82,155 > 3,84 F tabel Dengan
demikian, dapat disimpuikan bahwa terdapat korelasi ganda positif yang signifikan antara
PERANAN KELUARGA; PERANAN MASYARAKAT ~DAN  PERANAN KEPOLISIAN terhadap
PENYALAHGUNAAN NARKOBA.
g- Analisis Koefesien Beterminasi

Analisis determinan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel
X1 dan variabel X2, X3 terhadap variabel Y yang beslaku untuk seturuh populasi yang diteliti.
Koefesien determinasi ini dihitung dengan menggunakan SPSS versi 17.0 for windows, sebagai

berikut :

Model Summary

Change Stalistics

R.Square Sig. F
Change | F Change | df df2 Change
1 7992 .638 630 2.172 638 82.159 3 140 000

a. Predictors: {Constant), PERANAN KELUARGA, PERANAN MASYARAKAT. PERANAN KEPOLISIAN

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperaleh hasil R Square sebesar
0,638 atau 63,8%. Hal ini berarti bahwa PERANAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN KEPOLISIAN
memberikan kontribusi sebesar 63,8% terhadap PENCEGAHAN NARKOBA, sedangkan sisanya

dipengaruhi faktor lain.
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h. Analisis Regresi Ganda

Untuk mengetahui bentuk korelasi PERANAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN
KEPQLISIAN terhadap PENCEGAHAN NARKOBA maka dilakukan analisis regresi sederhana

dengan menggunakan program SPSS versi 17.00 for windows, dengan hasil sebagai berikut :

Coefficients?

Unstandardized Coefficients [Standardized Coefficients
B Std. Error Beta
{Constant) 1.653 1.944 830 .000
PERANAN KELUARGA 267 039 A427] 6.8001 000
PERANAN 124 065 1221 1.9017  .000
MASYARAKAT
PERANAN PQLISI 382 057 414 6.746( .000

a. Dependent Variable; PENCEGAHAN NARKOBA

Coefficiants?

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

B Std. Error Beta
(Constant) 20.114 7.024 2.864 .000
Kualitas Wehidupan .548 10 .347 4.990 .OOOﬁ
Kerja
Pengembangan 424 .109 272 3.903 .ooor
Keprofesian
Berkelanjutan

a. Dependent Variable: Kinerja Guru
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Dari hasil perhitungan di atas diperoleh regresi arah regresi (b1} sebesar 0,267, {b2}
sebesar 0,124 dan (b3) sebesar 0,382 konstanta sebesar (a) 1,653. Maka dapat digambarkan

bentuk hubungan antara ketiga variabel tersebut oleh persamaan regresi

.

Y=1653+0267X1+0,124X2+ 0,382X3

Hal ini dapat menjelaskan bahwa peningkatan satu unit Peranan Keluarga, Peranan
Masyarakat dan Peranan Kepolisian akan diikuti dengan peningkatan nilai pencegahan
narkoba.

A

A
I
I
h. B 4
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